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MOTTO 

ا كََمَ  تأَذِْنوُا فَالُ مِناكُُُ الاحُلَُُ فلَايسَ ا َطا ْۗ وَاِذَا بلَغََ الْا ُ لكَُُا اٰيتِٰه  ُ الِلّٰ ْۗ كَذٰلَِِ يبَُيِِّ لِهمِا يانَ مِنا قبَا ِ تأَذَْنَ الَّذ  اس ا

  ٌ ٌ حَكِيْا ُ علَِيْا  ٩٥۝وَالِلّٰ

 

Artinya: Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah 

mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum 

mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya 

kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nur:59)
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
*
 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha 

Putra Semarang, 1989) 

 



v 

 

PERSEMBAHAN 

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, petunjuk, dan karunianya sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini 

saya masih berada dalam lindungannya dan diberikan kesehatan serta semangat 

yang tidak pernah surut hingga akhirnya saya bisa meneyelesaikannya. Skripsi ini 

saya persembahkan kepada: 

1. Ayah dan ibu saya yang saya cintai dan saya sayangi, pahlawan dalam hidup 

saya yang terus berjuang demi masa depan saya. Saya berterima kasih atas 

segala usaha dan setiap doa yang kalian berikan. Kalian adalah alasan saya 

bisa sampai sejauh ini. Semua pencapaian ini adalah milik kita bersama. 

Semoga karya ini menjadi wujud kecil rasa terima kasih yang tak akan 

pernah cukup diungkapkan dengan kata- kata. 

2. Para guru MI hingga SMA serta Dosen kampus UIN KHAS Jember dan juga 

para pihak-pihak masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian skripsi saya, 

terimakasih telah berpartisipasi dan memberikan dukungan serta motivasi. 

3. Serta teman seangkatan dan seperjuangan yang telah membersamai selama 

proses skripsi ini khususnya HK 2 yang selalu menjadi teman diskusi dalam 

hal apapun. 

4. Almamater Saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN 

KHAS) Jember yang telah menjadi tempat saya menempuh pendidikan 

selama ini. 

 



vi 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur penulis sampaikan kepada 

Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Ijbar Orang Tua Terhadap Anak 

Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa 

Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Tidak lupa juga 

shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. 

Penulisan dan penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk 

menambah wawasan khazanah keilmuan, tetapi juga untuk memenuhi tugas akhir 

dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa Fakultas Syariah 

UIN KHAS Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan 

partisipasi dari banyak pihak, mungkin skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan 

baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – 

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses 

penyusunan skripsi ini, diantaranya: 

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember. 

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah 



vii 

 

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember. 

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember. 

6. Bapak Fathor Rahman, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember. 

7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi 

Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad 

Shiddiq Jember. 

8. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing sekaligus DPA 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Masyarakat Desa Wotgalih yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang 

tentunya telah ikut memberikan dukungan moral maupun materi sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

10. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ABSTRAK 

Sovia, 2025: Hak Ijbar Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun 

Kabupaten Lumajang) 

Kata Kunci: Hak Ijbar, Anak Usia 21 Tahun, Kompilasi Hukum Islam 

  Hak ijbar merupakan hak yang dimiliki oleh wali mujbir untuk 

menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan langsung dari anaknya, dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum islam. Namun dalam 

kenyataannya hak ijbar ini seringkali disalahgunakan oleh wali mujbir, seperti 

yang terjadi di Desa Wotgalih, di mana wali memaksa menikahkan anak mereka 

yang sudah berusia dewasa tanpa mempertimbangkan kerelaan dan hak 

kebebasan anak dalam memilih pasangan hidup. Fenomena ini menimbulkan 

pertanyaan tentang bagaimana masyarakat memahami makna dari hak ijbar dan 

bagaimana praktik tersebut jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 

  Dalam skripsi ini fokus penelitian yang dikaji adalah: 1. Bagaimana 

praktik ijbar yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang berusia 21 

tahun di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang? 2. 

Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya 

yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun Kabupaten Lumajang? 3. Bagaimana analisis KHI terhadap praktik 

ijbar orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di 

Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang? 

  Beberapa tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui praktik ijbar 

yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang berusia 21 tahun di Desa 

Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. 2. Untuk mengetahui 

faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 

tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten 

Lumajang. 3. Untuk mengetahui tinjauan KHI terhadap praktik ijbar orang tua 

dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan penelitian 

yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, 

dokumentasi dan wawancara.  

  Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Praktik Ijbar terhadap anak perempuan 

berusia 21 tahun masih terjadi di Desa Wotgalih, meskipun bertentangan dengan 

ketentuan hukum Islam yang mengharuskan persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Faktor penyebab praktik ijbar meliputi adanya hubungan kekerabatan, kondisi 

ekonomi keluarga, budaya dan tradisi lokal, serta kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap hak dan kewajiban pernikahan menurut Islam. 3. Praktik 

ijbar orang tua terhadap anak usia 21 tahun di Desa Wotgalih bertentangan 

dengan KHI, karena anak pada usia tersebut sudah dewasa dan cakap hukum 

(Pasal 98 ayat 1), pernikahan hanya sah dengan persetujuan calon mempelai 

(Pasal 16 ayat 1–2) dan bisa dibatalkan bila tanpa persetujuan (Pasal 71 huruf f). 

  



ix 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL .................................................................................... i 

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii 

MOTTO ......................................................................................................... iv 

PERSEMBAHAN  ...........................................................................................v 

KATA PENGANTAR ................................................................................... vi 

ABSTRAK ................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI .................................................................................................. ix 

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xi 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................1 

A. Konteks Penelitian ................................................................................1 

B. Fokus Penelitian ....................................................................................7 

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................8 

D. Manfaat Penelitian ................................................................................8 

E. Definisi Istilah .....................................................................................10  

F. Sistematika Pembahasan .....................................................................13 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ........................................................................15 

A. Penelitian Terdahulu ...........................................................................15 

B. Kajian Teori ........................................................................................25 

BAB III METODE PENELITIAN ..............................................................49 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..........................................................49 

B. Lokasi Penelitian .................................................................................50 



x 

 

C. Subjek Penelitian  ................................................................................50 

D. Teknik Pengumpulan Data  .................................................................52 

E. Analisis Data .......................................................................................53 

F. Keabsahan Data ...................................................................................55 

G. Tahap-Tahap Penelitian ......................................................................56 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .........................................58 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ....................................................58 

B. Penyajian Data dan Analisis................................................................63 

C. Pembahasan Temuan ...........................................................................89 

BAB V PENUTUP .......................................................................................114 

A. Kesimpulan .......................................................................................114 

B. Saran ..................................................................................................115 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................116 

  



xi 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ................................... 23 

Tabel 4.1 Batas-Batas Wilayah Desa Wotgalih .......................................................... 61 

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin ........................................ 61 

Tabel 4.3 Data Aktivitas Penduduk Desa Wotgalih ................................................... 62 

Tabel 4.4 Data Pekerjaan Penduduk Desa Wotgalih Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 62 

Tabel 4.5 Jumlah Pernikahan di Desa Wotgalih ......................................................... 63 

Tabel 4.6 Persentase Usia Pasangan yang Melangsungkan Pernikahan .................... 63 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial yang mempunyai beberapa kebutuhan dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun batinnya. Terkait 

kebutuhan batin, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat 

manusia, dengan menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya, 

sehingga dengan adanya pernikahan diharapkan melahirkan keturunan.
1
 

Pada umumnya pernikahan berlangsung atas kemauan dan kerelaan 

hati dari masing-masing pasangan, agar tercapainya tujuan dari pernikahan 

yakni terciptanya rumah tangga yang tentram dan penuh dengan kasih sayang. 

Menurut hukum islam, pernikahan merupakan akad atau persetujuan calon 

suami dan calon istri karenanya berlangsungnya pernikahan harus melalui ijab 

dan qabul atau serah terima, dan ada hal yang perlu digaris bawahi adalah 

terdapat kata persetujuan.
2
 Namun tak jarang di masyarakat terjadi pernikahan 

tanpa kerelaan dari salah satu pihak maupun dari kedua pihak masing-masing 

yang lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Hal tersebut terjadi karena 

adanya paksaan dari orang tua dalam memilih pasangan untuk anaknya 

biasanya karena ada beberapa motif yang melatar belakanginya, misalnya ada 

perjanjian diantara orang tua yang sepakat menjodohkan anaknya, ada juga 

                                                      
1
 Tirmizi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar 2013), 403. 
2
 M Thalib, 25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam. (Bandung:Irsyad Bulan Bintang, 

1967), 77. 
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karena ada faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-lakinya 

kaya.
3
 

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang tidak hanya 

melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga keluarga dan masyarakat 

secara keseluruhan. Dalam aspek hukum Islam, terdapat konsep ijbar yang 

berhubungan dengan pernikahan, di mana wali memiliki hak untuk 

menikahkan seseorang dalam kondisi tertentu.
4
 Dalam fikih Islam, istilah ijbar 

sendiri erat kaitannya dengan pernikahan. Hal ini didasarkan pada pemahaman 

ajaran agama mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua yaitu ayah atau 

kakek selaku yang berhak menjadi wali mujbir. Bagi orang yang kehilangan 

kemampuannya atau akalnya seperti gila, anak-anak yang masih belum 

mencapai usia tamyiz, boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya sebagaimana 

dengan orang yang akalnya belum sempurna tetapi sudah berusia tamyiz.
5
 

Dalam hukum islam konsep dari hak ijbar itu sendiri adalah seorang 

ayah yang diberikan hak untuk memerintahkan anak gadisnya menikah dengan 

laki-laki pilihan ayahnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 

hukum islam. Namun dalam kenyataannya hak ijbar ini seringkali 

disalahgunakan oleh wali mujbir. Wali mujbir merupakan wali nikah yang 

memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan yang berada dibawah 

perwaliannya tanpa izin dan persetujuan dari anak perempuan tersebut. 

                                                      
3
Husein Muhammad, Fiqh Perempuan “Refleksi atas Wacana Agama dan Gender” 104. 

4
Sugitanata,"Implemetasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan di 

Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan”, (SETARA: Jurnal Studi Gender 

Dan Anak 5.01,2023), 1-14. 
5
Sayid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: 

Pena Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II. 18. 
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Mereka mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum islam 

dan tidak memperhatikan hak-hak asasi dari anak gadis itu sebagai seorang 

perempuan.
6
  

Hak ijbar oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (ayah 

atau kakek) untuk menjodohkan anak atau cucu perempuan. Dalam hukum 

islam paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam hal 

pernikahan. Hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat 

kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri. Diketahui bahwa 

di kalangan Imam mazhab ada pendapat yang membenarkan nikah paksa. 

Namun harus berdasarkan konsep ijbar, Jika keluar dari konsep ijbar dalam 

artian tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi maka paksaan atau 

kawin paksa adalah hal yang dilarang dalam ajaran Islam.
7
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat 1 dan 2 menyebutkan 

perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk 

persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata 

dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti 

selama tidak ada penolakan yang tegas. Berkenaan dengan kasus yang sedang 

diteliti bahwa anak yang dipaksa adalah anak yang sudah berusia 21 tahun 

sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa.  

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 

mengatur tentang batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 

                                                      
6
Weli Budiman, Praktik Hak Ijbar Wali Nikah di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma 

Selatan Fiqih Kontemporer, (Doctoral Dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), 66. 
7
Nurhayati, "Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar”, (Studi Kasus Di Kel. Teritip 

Balikpapan Timur)." Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah 11.1 (2022): 53-65. 
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adalah anak yang sudah berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat 

fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
8
 Ini 

artinya anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas 

sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya 

sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipilihkan 

apalagi dipaksa oleh orang tuanya. 

Untuk menegasakan Pasal 98 Ayat 1 di atas pada Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 15 Ayat 2 menerangkan tidak memerlukan lagi izin dari orang tua 

untuk menikah yaitu: Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 

tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 

4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perwalian 

itu hanya terjadi jika anak belum mencapai umur 21 tahun dan perwalian itu 

meliputi diri dan harta kekayaan. Ini berarti ketika anak yang di bawah 

perwalian mencapai usia 21 tahun, maka telah selesailah masa perwalian 

terhadap diri dan hartanya.  Artinya saat usia 21 tahun, anak tersebut sudah 

dapat mengatur diri dan hartanya tanpa campur tangan walinya dalam hal ini 

termasuk juga persoalan penentuan pasangan hidupnya. Anak tidak lagi boleh 

dipaksakan oleh walinya untuk menikah dengan pilihan walinya. 

Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan antara praktik yang 

dilakukan oleh sebagian orang tua, yaitu menggunakan kekuasaannya untuk 

memaksa anak menikah meskipun telah berusia 21 tahun, dengan ketentuan 

dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa 

                                                      
8
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1. 
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anak yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa, memiliki hak penuh untuk 

menentukan pasangan hidupnya tanpa paksaan, serta tidak memerlukan izin 

orang tua untuk menikah.  

Sebagaimana yang banyak terjadi di Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun Kabupaten Lumajang, seorang wali memilih pasangan bagi 

anaknya meskipun anaknya sudah berusia 21 tahun, karena pilihan dari 

kerabat dan orang tua yang dianggap paling terbaik. Adanya perjodohan atas 

pilihan wali yang terjadi di desa Wotgalih inilah dalam islam dimaksud 

dengan hak ijbar wali. Kasus yang terjadi di desa Wotgalih dalam praktik 

ijbar wali juga mengarah pada pernikahan paksa, dimana kerelaan atau 

pendapat sang anak tidak dihiraukan karena orang tua/wali menganggap 

pilihannya adalah yang terbaik.
9
 Sebagaimana yang di alami oleh Ibu Mimik, 

Ibu Ninis, Ibu Yeni, dan Ibu Khusnul, mereka masih mengalami praktik ijbar 

meskipun mereka sudah berusia 21 tahun keatas, yang dilakukan oleh orang 

tuanya beserta kerabat yang ikut serta dalam proses terjadinya ijbar. Hal ini 

sudah bertentangan dengan syarat ijbar, bahwa pihak yang berwenang 

melakukan praktik ijbar hanyalah ayah dan kakek saja. Serta Ibu Mimik 

dipaksa untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, dengan faktor 

yang melatarbelakanginya yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya serta 

kurangnya pemahaman oleh para orang tua mereka terkait dengan hukum 

pernikahan dalam islam, dimana unsur kerelaan oleh anak yang akan 

dinikahkan yang diutamakan.  Meskipun hak ijbar wali dibenarkan oleh islam, 

                                                      
9
 Muhammad Alvin Ni’am, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijbar Wali di Desa 

Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, (Jombang: Journal of Indonesian 

Islamic Family Law, 2023) 
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terdapat aturan-aturan ijbar yang juga harus diperhatikan. Bahkan disisi lain, 

islam melarang adanya paksaan termasuk dalam pernikahan.  

Fenomena kawin paksa yang terjadi di Desa Wotgalih dilangsungkan 

dalam rangka untuk menjaga hubungan kekerabatan dan menyatukan kembali 

hubungan kekerabatan yang sudah lama terputus. Sebagaimana yang dialami 

oleh salah satu informan yaitu Ibu Yeni, proses ijbar yang dialami beliau di 

awali dengan adanya paksaan dari orang tua untuk menerima lamaran dari 

sepupunya yang pada saait itu Ibu Yeni sudah berusia 21 tahun, namun Ibu 

Yeni menolaknya karena beliau masih ingin fokus untuk menjalani 

pendidikannya. Tetapi orang tua beserta kerabatnya tetap memaksa untuk 

menerima lamaran dari sepupunya tersebut dengan alasan yang disebutkan 

oleh orang tuanya yakni kesulitan ekonomi, usahanya bangkrut dan hutangnya 

menumpuk, yang diharapkan jika anaknya segera menikah dengan sepupunya 

yang memiliki kondisi ekonomi diatas keluarganya, maka suaminya tersebut 

bisa membantu ekonomi keluarga yang sedang terpuruk.
10

 Dapat disimpulkan 

saat ini motif dari adanya kawin paksa rupanya tidak hanya masalah 

kekerabatan, akan tetapi masalah ekonomi juga menjadi salah satu motif 

adanya kawin paksa dan masih sering dijumpai kasus perkawinan dengan hak 

ijbar, akan tetapi yang terjadi di Desa tersebut sedikit berbeda dengan hak 

ijbar yang telah diatur dalam hukum islam, perbedaan tersebut terletak pada 

pihak yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah tidak hanya seorang 

ayah, akan tetapi saudara atau kerabat dari gadis tersebut juga ikut ambil 

                                                      
10

 Wawancara dengan Ibu Yeni, Desa Wotgalih, 29 Juli 2025. 
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bagian dalam proses pemaksaan tersebut, sedangkan hak ijbar yang diatur 

dalam hukum islam hanya ayah dan kakek yang berhak memaksakan 

kehendak anak gadisnya.  

Pernikahan yang terjadi sebab adanya paksaan dari orang tua 

sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun 

Kabupaten Lumajang akan berdampak pada sulitnya mendapatkan 

keharmonisan dalam rumah tangga, dan sering terjadi pertengkaran walaupun 

tidak sampai cerai. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dipaksa 

untuk menikah. Sekiranya pernikahan tidak ada unsur paksaan disertai 

desakan tentu keharmonisan dalam rumah tangga bisa tercapai, sebab 

pernikahan mempunyai tujuan yaitu sakinah mawaddah, warahmah. 

Realita yang terjadi di masyarakat, peneliti menemukan beberapa 

kasus terkait nikah paksa yang tidak memenuhi syarat-syarat konsep ijbar. 

Orang tua meminta sang anak untuk menikah tanpa adanya kerelaan anak. 

Terutama di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang 

ini masih banyak orang tua yang memaksa anaknya yang berusia 21 tahun 

untuk menikah. Dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan 

skripsi yang berjudul HAK IJBAR ORANG TUA TERHADAP ANAK 

USIA 21 TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM 

(STUDI KASUS DI DESA WOTGALIH KECAMATAN 

YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG) 

B. Fokus Penelitian 

Dalam konteks permasalahan yang telah diuraikan dalam latar 

belakang di atas, dapat memudahkan penulis untuk mengambil beberapa 
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persoalan yang dijadikan dalam fokus permasalahan dan akan dicari 

jawabanya melalui proses penelitian. Dimana permasalahan yang akan diteliti 

meliputi: 

1. Bagaimana praktik ijbar yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap 

anaknya yang berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun Kabupaten Lumajang? 

2. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa 

anaknya yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang? 

3. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik ijbar orang 

tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di 

Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik ijbar yang dilaksanakan oleh orang tua 

terhadap anaknya yang berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun Kabupaten Lumajang. 

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam 

memaksa anaknya yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa 

Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. 

3. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik 

ijbar orang tua dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk 

menikah di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten 

Lumajang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan sebuah penelilitian, tentu diharapkan hasilnya 

dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya, dimana peneliti akan memberikan 

manfaat penelitian yang bersifat realistis dan sesuai dengan fokus 

permasalahan yang telah dirumuskan. Terdapat dua macam dari manfaat 

penelitian diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat umum, maupun setiap akedemisi yang belajar di 

bidang hukum. Serta memberikan sumbangsih menambah dan 

memperkaya hazanah tentang ilmu hukum secara meluas. 

b. Selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil 

yang sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya bagi peneliti 

yang ingin meneliti terkait hak ijbar orang tua dalam memaksa kawin 

anak usia 21 tahun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Untuk Masyarakat Umum 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat 

membantu dan memberikan pandangan serta masukan pada 

masyarakat yang berkepentingan sesuai apa yang menjadi bahasan 

dalam penelitian ini. 
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b. Untuk UIN KHAS Jember 

Diharapkan dapat memberikan tambahan rujukan dan peran 

serta dalam menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya 

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga terkait hak ijbar 

orang tua terhadap anak usia 21 tahun ditinjau dari Kompilasi Hukum 

Islam. 

c. Untuk Peneliti 

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang 

ilmu hukum yang lebih luas dan terperinci, dan juga dapat menambah 

pengalaman baru terkait hak ijbar orang tua terhadap anak usia 21 

tahun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 

E.  Definisi Istilah 

Definisi istilah yaitu sebuah penjelasan yang menjelaskan tentang arti 

dari setiap kata kunci didalam fokus penelitian sehingga hal yang 

dimaksudkan menjadi jelas. Berikut adalah penjelasan dari beberapa definisi 

istilah didalam penelitian: 

1. Hak Ijbar 

Secara etimologi, kata ijbar ini berasal dari bahasa Arab yaitu 

.yang artinya paksaan اجبار,يجبر,اخبر
11

 Hak ijbar adalah hak seorang wali 

mujbir untuk memaksa gadis yang dibawah perwaliannya untuk 

dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin dari gadis yang bersangkutan.
12

 

Mujbir artinya orang yang berhak mengakadkan perkawinan dan akadnya 

                                                      
11

 Fuad Ifra Al-Bustani, Munjid Al-Thulah,(Beirut : Dar al-Masyruq, 1986), cet. Ke-15, 70. 
12

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2004),42. 
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dapat berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta 

kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau 

cerai) apabila dia dinikahkan sewaktu belum baligh.
13

  

2. Anak usia 21 tahun 

Anak yang sudah berusia 21 tahun di dalam hukum sudah 

dianggap dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 98 ayat 1 yang menyatakan 

batas usia anak yang mapu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun 

selama anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental dan belum pernah 

menikah.
14

  

 Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 

330, juga menyatakan bahwa seseorang yang telah berusia 21 tahun atau 

sudah menikah dianggap telah dewasa.
15

 Dan juga dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak 

dianggap dewasa dan tidak lagi menjadi anak ketika mencapai usia 21 

tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Artinya, setelah mencapai 

usia 21 tahun, seseorang dapat dianggap mampu mengurus dirinya sendiri 

dan hartanya tanpa campur tangan orang tua atau wali. Jika anak belum 

mencapai usia 21 tahun, ia masih dianggap anak dan membutuhkan izin 

dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan, dan mereka 

masih berada dibawah kekuasaan orang tuannya. 

                                                      
13

 Sa’id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, Risalatun Nikah, Terj. Agus Salim, 

(Jakarta:Pustaka Amani, 2002), Ed. II, 114. 
14

 Muhammad Ihwan, Jurnal: Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kekuasaan Orang 

Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun (Universitas Ibrahimy Situbondo, 2023) 
15

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330. 
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3. Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi secara harfiah berarti suatu kumpulan atau himpunan. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris, ada istilah compilation of laws atau 

himpunan undang-undang. Kompilasi juga dapat diartikan sebuah 

koleksi.
16

 Menurut Abdullah Kelib sebagaimana dikutip oleh Malthuf 

Siroj, kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam 

satu buku. Pengertian tersebut lebih menekankan pemahaman pada hasil 

dari sebuah proses atau kegiatan, yaitu kumpulan atau himpunan (materi 

hukum).
17

 

Selanjutnya apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata 

hukum islam maka pengertiannya adalah suatu himpunan kaidah-kaidah 

hukum islam yang disusun secara sistematis dan lengkap dengan 

berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan 

dalam peraturan perundang-undangan.
18

 Himpunan inilah yang 

dinamakan dengan kompilasi.
19

 

Pengertian Kompilasi Hukum Islam yang terakhir ini dirumuskan 

dengan memperhatikan proses kerja pembentukan Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia serta latar belakangnya. Bermula dari kegiatan 

pengkajian kitab-kitab yang biasa menjadi rujukan para hakim di 

lingkungan Pengadilan Agama demi diperolehnya kepastian hukum, yang 

                                                      
16

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressido, 1992), 

11. 
17

 Malthuf Siroj, Pembaruan Hukum islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 150. 
18

 Abdullah Kelib, sebagaimana dikutip dalam Malthuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam, 151. 
19

 Abdurrahman, 14. 
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dirumuskan dengan menggunakan bahasa undang-undang. Jadi pengertian 

Kompilasi Hukum Islam ini bersifat spesifik karena dirumuskan 

berdasarkan pembacaan terhadap apa yang terjadi di Indonesia.
20

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah susunan topik yang akan dijelaskan 

dalam penulisan karya ilmiah. Agar memudahkan pembaca dalam memahami 

skripsi ini, pembahasan disusun menjadi lima bab dengan urutan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN yakni membahas tentang latar belakang, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis 

maupun praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan 

BAB II KAJIAN PUSTAKA yakni membahas tentang penelitian 

terdahulu dengan kajian teori yang ada kaitannya dengan penelitian yang 

berjudul “Hak Ijbar Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari 

Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun Kabupaten Lumajang)”. 

BAB III METODE PENELITIAN yakni membahas tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS yakni menjelaskan 

tentang hasil penelitian terkait Hak Ijbar Orang Tua Terhadap Anak Usia 21 

Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam di Desa Wotgalih Kecamatan 

                                                      
20

 Malthuf Siroj, 151. 



14 
 

 

 

Yosowilangun Kabupaten Lumajang. 

BAB V PENUTUP yakni menerangkan hasil kesimpulan dan saran 

terhadap pokok pembahasan penelitian tentang “Hak Ijbar Orang Tua 

Terhadap Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi 

Kasus Di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)”. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan 

proposal penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari hasil penelusuran 

penulis terkait tema penelitian, sudah ada referensi yang membahas tentang 

hak ijbar orang tua. Ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan rujukan oleh 

penulis, diantaranya : 

1. Jurnal tahun 2020 oleh Ahmad Fauzi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Kiai Ahmad Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Al-Akhwal Asy-

Syahsiyah mengenai penelitian “Praktik Pemaksaan Pernikahan di 

Pedesaan Jawa: Studi Kasus di Kabupaten Jember”. Penelitian ini 

menganalisis praktik pemaksaan pernikahan di pedesaan Jawa Timur, 

termasuk peran orang tua dan tekanan sosial. Ditemukan ada 60% kasus 

pemaksaan yang terjadi pada perempuan berusia 19-22 tahun.
22

 

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini 

dikerjakan oleh penulis yaitu kedua penelitian sama-sama menyoroti peran 

orang tua dalam pernikahan anak serta dampaknya terhadap kebebasan 

individu dalam memilih pasangan hidup. Jurnal Ahmad Fauzi 

menunjukkan bahwa pemaksaan pernikahan masih terjadi di pedesaan 

Jawa Timur, dengan tekanan sosial sebagai faktor utama yang mendorong 

orang tua untuk menikahkan anak mereka. Hal ini sejalan dengan kajian 

                                                      
22

 Ahmad Fauzi, “Praktik Pemaksaan Pernikahan di Pedesaan Jawa: Studi Kasus di 

Kabupaten Jember”, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 2 (2020): 78. 
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yang penulis teliti, yakni membahas hak ijbar orang tua dan bagaimana 

Kompilasi Hukum Islam membatasi kewenangan mereka terhadap anak 

yang telah berusia 21 tahun. Dalam kedua penelitian, terlihat bahwa ada 

ketidakseimbangan antara norma sosial dan aturan hukum yang berlaku, di 

mana orang tua masih berusaha menggunakan otoritas mereka dalam 

menentukan masa depan anak, meskipun hukum memberikan kebebasan 

penuh kepada anak yang telah dewasa. Selain itu, kedua penelitian 

menggambarkan bahwa praktik pemaksaan pernikahan masih menjadi isu 

penting di masyarakat, baik dari segi sosial maupun hukum, sehingga 

diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman 

masyarakat dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam dan 

peraturan negara. 

Sedangkan perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak 

pada pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Jurnal Ahmad Fauzi 

lebih menekankan aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi terjadinya 

pernikahan paksa, sedangkan yang penulis teliti mengkaji bagaimana 

Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan terhadap hak orang tua 

dalam menentukan pasangan bagi anak yang telah dianggap dewasa. 

Dalam hukum Islam, anak yang berusia 21 tahun memiliki hak penuh 

untuk memilih pasangan hidupnya tanpa perlu izin dari orang tua, 

sehingga secara hukum, praktik pemaksaan pernikahan bertentangan 

dengan prinsip kemerdekaan individu dalam memilih pasangan. 
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2. Skripsi tahun 2024 oleh Dewi Nirwana, Mahasiswa Institut Agama Islam 

Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai 

penelitian “Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali 

Pada Masyarakat Abbokonggang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng 

Rappang”. Penelitian ini mengkaji teng hak ijbar terjadi karena faktor adat 

dan budaya dan perjodohan masih sering terjadi di masyarakat, 

mendekatkan hubungan kekerabatan, stigma mengenai perempuan tidak 

laku, minimnya pengetahuan orang tua, dan karena faktor ekonomi.   

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini 

dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan penelitian ini yakni sama-

sama menyoroti praktik hak ijbar dalam pernikahan dan bagaimana 

intervensi orang tua atau wali masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Keduanya menunjukkan bahwa pernikahan paksa sering kali disebabkan 

oleh faktor sosial, seperti budaya, adat istiadat, serta kurangnya 

pemahaman tentang hak anak dalam menentukan pasangan hidupnya. 

Selain itu, kedua penelitian juga mengungkap bahwa tekanan dari 

keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi faktor 

yang mendorong terjadinya pernikahan yang tidak sepenuhnya didasarkan 

pada pilihan individu. Meskipun penelitian terdahulu lebih menekankan 

bagaimana hak ijbar dipengaruhi oleh tradisi dan ekonomi, sedangkan 

yang penulis teliti lebih mengarah kepada batasan hukum Islam dalam 

konteks hak ijbar orang tua terhadap anak usia 21 tahun, keduanya 

memiliki benang merah yang sama dalam membahas ketidakseimbangan 
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antara tradisi yang masih berlangsung dan kebebasan individu dalam 

menentukan pasangan hidup. Dengan demikian, kedua penelitian saling 

melengkapi dalam memahami bagaimana praktik hak ijbar masih 

berlangsung di masyarakat dan apa yang menjadi faktor pendorongnya. 

Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu lebih 

menyoroti bagaimana hak ijbar wali masih berlangsung dalam masyarakat 

karena pengaruh adat dan budaya. Dalam penelitiannya, ia menemukan 

bahwa perjodohan masih dianggap sebagai cara untuk mempererat 

hubungan kekerabatan, menjaga reputasi keluarga, dan menghindari 

stigma negatif terhadap perempuan yang belum menikah. Selain itu, faktor 

ekonomi dan minimnya pemahaman orang tua mengenai hak anak dalam 

pernikahan turut berkontribusi terhadap praktik pemaksaan perkawinan. 

Sementara itu, yang penulis teliti lebih berfokus pada perspektif hukum 

Islam dalam melihat hak ijbar orang tua terhadap anak usia 21 tahun. 

Penelitian penulis menegaskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, 

seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa dan memiliki hak 

penuh untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa paksaan dari orang tua. 

3. Skripsi tahun 2024 oleh Neng Lulu Azizatul Hadhro, Mahasiswa 

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Program Studi Hukum Keluarga 

Islam mengenai penelitian “Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif 

Madzhab Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa menurut madzhab Imam Syafi’i, yaitu Syekh Al-

Bajuri dalam Hasyiyah Al-Bajuri dan Syeikh Sayyid Muhammad Syatha 
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dalam Hasyiyah I’anah At-Thalibin menjelaskan hal yang sama bahwa hak 

ijbar wali itu diperbolehkan untuk perempuan gadis atau istri yang belum 

pernah digauli oleh suaminya, dan untuk janda tidak diperbolehkan 

terkecuali atas persetujuan dirinya.
23

 Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak 

ijbar wali memang tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi disisi lain pada 

pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang 

persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali 

mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan 

pilihan sang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa ijbar pernikahan 

menurut hukum islam di Indonesia sebaiknya tidak untuk dilakukan.  

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini 

dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan penelitian ini yakni sama-

sama membahas hak ijbar dalam pernikahan dan bagaimana konsep 

tersebut berinteraksi dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Keduanya mengangkat isu mengenai batasan kewenangan wali atau orang 

tua dalam menentukan pasangan bagi anak atau pihak yang berada di 

bawah perwaliannya. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menunjukkan 

bahwa dalam praktiknya, hak ijbar sering kali bertentangan dengan prinsip 

kebebasan individu dalam memilih pasangan hidupnya, terutama jika 

dilakukan tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada 

analisis fiqih berdasarkan pandangan mazhab Imam Syafi’i, khususnya 

                                                      
23

 Neng Lulu Azizatul Hadhro, “Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam 

Syafi’I Dan Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia 

Jakarta,2024), 5. 
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pendapat ulama seperti Syekh Al-Bajuri dan Syekh Sayyid Muhammad 

Syatha, yang menyatakan bahwa hak ijbar wali diperbolehkan bagi 

perempuan gadis atau istri yang belum pernah digauli, tetapi tidak berlaku 

bagi janda kecuali atas persetujuannya. Selain itu, penelitian terdahulu 

juga melihat bagaimana Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak 

memberikan ruang spesifik bagi konsep ijbar wali, terutama karena pasal 

17 mengharuskan adanya persetujuan calon mempelai sebelum pernikahan 

dilangsungkan. Dari perspektif ini, kesimpulan yang diambil adalah bahwa 

hak ijbar dalam pernikahan, menurut hukum Islam di Indonesia, sebaiknya 

tidak dilakukan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan individu 

dalam memilih pasangan hidupnya. Sementara itu, yang penulis teliti 

menyoroti hak ijbar orang tua terhadap anak yang telah berusia 21 tahun 

dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan studi kasus di Desa 

Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Penelitian 

penulis bersifat empiris, yang berarti data yang diperoleh berasal dari 

kajian langsung terhadap masyarakat dan bagaimana mereka menerapkan 

hukum Islam dalam praktik pernikahan. Penelitian penulis menegaskan 

bahwa seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa dalam 

hukum Islam dan memiliki hak penuh untuk memilih pasangan hidupnya 

tanpa campur tangan atau paksaan dari orang tua. Dengan demikian, 

penelitian penulis lebih menekankan pada aspek penerapan hukum dalam 

kehidupan nyata, dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih 

membahas perbedaan konsep ijbar antara mazhab Imam Syafi’i dan 
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Kompilasi Hukum Islam dari sudut pandang teoretis. 

4. Skripsi tahun 2022 oleh Annayya Alfira, Mahasiswa Universitas Negeri 

Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Hukum Keluarga mengenai 

penelitian “Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar 

Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumang Tiga Kabupaten Pidie”. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik perkawinan paksa karena 

adanya hak ijbar wali sering didasari oleh rasa ketidakrelaan dari anak 

perempuan dan rata-rata anak perempuan yang dipaksa menikah masih 

berusia muda yaitu 18-20 tahun. Penyebab terjadinya kawin paksa di 

Kecamatan Glumpung Tiga Kabupaten Pidie karena adanya kebiasaan 

adat dari generasi sebelumnya yang sebagian besar menikah karena 

dipaksa. Adapun penyebab lain yaitu faktor untuk mendekatkan hubungan 

kekerabatan yang bertujuan mempererat kekeluargaan atau sistem 

keturunan bangsawan harus dengan bangsawan dan juga minimnya 

pengetahuan wali tentang hukum perkawinan.
24

 

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini 

dikerjakan oleh penulis yaitu untuk persamaan penelitian ini yakni dalam 

membahas hak ijbar dalam pernikahan serta dampaknya terhadap 

kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Keduanya 

menunjukkan bahwa praktik ijbar masih terjadi di masyarakat, meskipun 

secara hukum terdapat aturan yang mengutamakan persetujuan calon 

mempelai. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti bahwa faktor 

                                                      
24

 Annayya Alfira, “Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada 

Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh,2022), 69. 
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sosial, seperti adat istiadat yang turun-temurun dan tekanan keluarga, 

menjadi alasan utama mengapa pernikahan paksa tetap berlangsung. 

Kesamaan lainnya adalah bahwa kedua penelitian membahas bagaimana 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan menjadi 

salah satu faktor yang memungkinkan pemaksaan pernikahan terus terjadi.  

Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu lebih berfokus 

pada aspek sosial dan budaya, khususnya bagaimana adat istiadat yang 

diwariskan dari generasi sebelumnya menjadi pendorong utama dalam 

praktik pemaksaan pernikahan. Dalam penelitiannya, ia menemukan 

bahwa perempuan berusia 18-20 tahun sering kali mengalami perkawinan 

paksa akibat tekanan keluarga dan masyarakat, yang masih 

mempertahankan tradisi perjodohan sebagai bagian dari sistem 

kekerabatan. Selain itu, faktor sosial lainnya seperti menjaga garis 

keturunan bangsawan dan minimnya pemahaman wali mengenai hukum 

perkawinan menjadi alasan kuat mengapa pernikahan paksa masih terjadi. 

Padan penelitian penulis, fokus pada hak ijbar orang tua terhadap anak 

usia 21 tahun dalam perspektif KHI. Penelitian penulis menunjukkan 

bahwa hukum Islam memberikan batasan terhadap hak ijbar, di mana 

seseorang yang telah berusia 21 tahun dianggap dewasa dan memiliki hak 

penuh untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa intervensi orang tua. 

Penelitian penulis lebih menekankan bagaimana hukum Islam diterapkan 

dalam masyarakat, dengan melihat sejauh mana pemahaman dan 

penerapan hukum tersebut berjalan dalam kehidupan nyata. 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1. Ahmad 

Fauzi 

Praktik 

Pemaksaan 

Pernikahan di 

Pedesaan Jawa: 

Studi Kasus di 

Kabupaten Jember 

 

1. Membahas 

peran orang 

tua dalam 

pernikahan 

2. Meneliti 

masyarakat 

pedesaan di 

Jawa Timur  

3. Sama-sama 

menyoroti usia 

remaja/dewasa 

muda yang 

mengalami 

pemaksaan 

perkawinan 

1. Penelitian terdahulu 

lebih fokus pada 

aspek sosial, 

sedangkan yang 

penulis teliti 

mengkaji aspek 

hukum islam 

2. Lokasi penelitian 

berbeda, pada 

penelitian terdahulu 

meneliti di 

Kabupaten Jember 

sedangkan yang 

penulis teliti di 

Kabupaten 

Lumajang 

3. Penelitian terdahulu 

yang ditelitii pada 

usia yang lebih luas 

(19-22 tahun), 

sedangkan yang 

penulis teliti lebih 

spesifik yaitu usia 

21 tahun 

2. Dewi 

Nirwana 

Praktik 

Perkawinan Paksa 

Karena Adanya 

Hak Ijbar Wali 

Pada Masyarakat 

Desa 

Abbokongang 

Kecamatan Kulo 

Kabupaten 

Sidenreng 

Rappang 

1. Membahas hak 

ijbar dalam 

pernikahan 

2. Meneliti 

praktik ijbar 

dalam 

masyarakat 

pedesaan 

 

1. Penelitian terdahulu 

lebih menekankan 

faktor adat dan 

budaya, sedangkan 

yang penulis teliti 

berfokus pada aspek 

hukum islam 

2. Lokasi penelitian 

berbeda  

3. Pada penelitian 

terdahulu mengkaji 

pada usia lebih 

muda, sedangkan 

yang penulis teliti 

sudah mencapai usia 

kedewasaan 

menurut hukum 

islam yakni 21 

tahun  
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3. Neng Lulu 

Azizatul 

Hadhro  

Hak Ijbar Wali 

Dalam Pernikahan 

Perspektif 

Madzhab Imam 

Syafi’i dan 

Kompilasi Hukum 

Islam 

1. Sama-sama 

membahas hak 

ijbar dalam 

pernikahan 

2. Sama-sama 

mengkaji 

bagaimana 

Kompilasi 

Hukum Islam 

memberikan 

batasan 

terhadap hak 

ijbar  

1. Pada penelitian 

terdahulu lebih 

menyoroti 

perspektif fiqih dan 

teori hukum 

sedangkan yang 

penulis teliti lebih 

berfokus pada 

penerapan dalam 

masyarakat secara 

empiris 

2. Membahas hak 

ijbar wali dalam 

konteks lebih umum 

tanpa spesifikasi 

usia 

4. Annayya 

Alfira  

Analisis Praktik 

Perkawinan Paksa 

Karena Adanya 

Hak Ijbar Wali 

Pada Masyarakat 

Kecamatan 

Glumang 

Kabupaten Pidie 

1. Sama-sama 

menunjukkan 

bahwa praktik 

ijbar dalam 

pernikahan 

masih 

berlangsung 

dan 

bertentangan 

dengan 

kebebasan 

individu 

2. Penelitian 

lapangan (field 

research) 

1. Pada penelitian 

terdahulu lebih 

berorientasi pada 

adat dan tekanan 

sosial sedangkan 

yang penulis teliti 

lebih membahas 

penerapan hukum 

islam dalam praktik 

pernikahan 

2. Penelitian terdahulu 

meneliti pernikahan 

paksa di usia 18-20 

tahun, sedangkan 

yang penulis teliti 

berfokus pada hak 

individu yang sudah 

mencapai usia 

dewasa secara 

hukum yakni usia 

21 tahun 
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B. Kajian Teori 

1. Hak Ijbar 

a. Pengertian Hak Ijbar 

Ijbar dapat diartikan sebagai suatu paksaan dalam 

memaksakan suatu urusan dengan mewajibkan urusan tersebut untuk 

dilakukan.
25

 Ijbar menurut terminologi merupakan suatu kebolehan 

menikahkan anak perempuannya yang masih kecil bagi seorang ayah 

tanpa izin dari anak perempuan tersebut.
26

 Ijbar dalam konteks 

perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang wali yang memiliki 

hak ijbar. Hak ijbar adalah hak seorang wali mujbir untuk memaksa 

gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa 

izin dari gadis yang bersangkutan.
27

 Wali-wali yang berhak dalam 

melakukan ijbar ialah wali mujbir yakni ayahnya atau kakeknya. 

Wali mujbir merupakan ayah atau kakek yang menjadi 

seorang wali yang berhak untuk memaksa anaknya untuk menikah 

tanpa seizin dari anak perempuan yang dipaksa tersebut.
28

 Dalam 

Islam, hak ini bertujuan untuk melindungi perempuan yang dianggap 

belum cukup matang dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. 

Namun, penerapan hak ijbar harus tetap memperhatikan 

kemaslahatan dan kesejahteraan pihak yang bersangkutan agar tidak 

                                                      
25

 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah (terj.) (Solo: 

Era Intermedia, 2005), 185 
26

 A. Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka), 

h.164 
27

 Pera Sopariyanti, Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak, Jurnal 

Rahima edisi:26 
28

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004). 99 
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menimbulkan ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa seorang wali mujbir memiliki hak yang lebih besar dalam 

urusan menikahkan anak perempuannya daripada anak perempuan 

yang dinikahkan itu sendiri.
29

 

Dalam Mazhab Syafi’i, hak ijbar umumnya berlaku bagi anak 

perempuan yang masih gadis atau belum baligh. Namun, bukan 

berarti wali dapat menikahkan anaknya secara sewenang-wenang, 

karena keputusan ini harus diambil dengan pertimbangan yang 

matang dan berdasarkan kebaikan bagi sang anak. Beberapa ulama 

juga menekankan bahwa hak ijbar bukanlah bentuk pemaksaan, tetapi 

lebih kepada tanggung jawab wali dalam memilih pasangan yang 

sesuai bagi anaknya.
30

 

Kontroversi mengenai hak ijbar masih terus menjadi 

perdebatan di kalangan masyarakat dan ulama. Sebagian berpendapat 

bahwa hak ini perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan 

hak perempuan dalam menentukan masa depannya sendiri. Di sisi 

lain, ada yang menganggap bahwa hak ijbar tetap relevan dalam 

konteks perlindungan bagi perempuan yang belum cukup dewasa.
31

 

Oleh karena itu, penerapan hak ijbar harus dilakukan dengan hati-hati 

agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. 

  

                                                      
29

 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta:Rineka Cipta, 200), 202 
30

 Muchtar, Ayi Ishak Sholih “Pendapat Imam Syafi’I Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian 

Berspektif Gender” (Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019), 60 
31

 Abdillah, Reinteprasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren 

(Asy-Syariah, 2020), 36 
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b. Syarat-Syarat Pemberlakuan Hak Ijbar 

Penetapan dasar hak ijbar wali berdasarkan pendapat dari 

ulama madzhab Syafi’i, Hanbali, dan Maliki yakni diperuntukkan 

untuk kemaslahatan seorang anak yang berada dibawah perwalian 

seorang wali.
32

 Seorang wali mujbir memiliki hak tersebut 

dikarenakan wali tersebut dianggap memiliki kasih kesempurnaan 

dalam memberikan kasih sayangnya. Menurut mazhab Syafi’i wali 

mujbir adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), 

yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa 

persetujuannya.
33

 Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) 

tersebut adalah wali tidaklah termasuk mujbir. Sedang menurut 

Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali mujbir adalah seorang 

wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara 

golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih 

dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat 

tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.
34

 

Pengimplementasian ijbar didasarkan akan dua hal. 

Pertama, seorang wali memiliki rasa kepedulian dan kasih sayang 

yang tinggi, sehingga untuk mewujudkan kemaslahatan akan masa 

depan yang lebih baik, seorang wali memberikan perhatian 

yang lebih kepada seorang anak perempuannya dengan melihat 

                                                      
32

 Mashuri, Rekontruksi Konsep Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan Islam: 

Kontribusi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi (Doctoral Dissertation IAIN Kediri, 2024) 
33

 Al Imam Al Nawawi, Majmu’ Sharh al-Mudhhab, Jilid XVI (Kairo: Dar al- Hadith, 2010), 

409 
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 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101 
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kekurangan. Kedua, seorang wali memiliki kelebihan akan 

kedewasaan dan pengalaman yang dimilikinya, sehingga seorang 

wali mampu memberikan solusi-solusi dengan ketajaman 

berfikirnya untuk memberikan hal-hal yang lebik dan bermanfaat 

akan hal-hal yang diberikan kepada putrinya atau yang dalam 

perwaliannya. Sehingga dari hal tersebut, perwalian seorang wali 

akan menjadi sempurna jika kedua dasar tersebut terpenuhi.
35

 

Menurut ulama Syafi’iyah, seorang wali mujbir harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan hak 

istimewa yaitu menikahkan putrinya tanpa seizin putrinya. 

Syaratnya adalah:
36

 

1)  Anak Perempuan yang di ijbar belum pernah menikah 

meskipun hilang keperawanannya karena suatu alasan. Anak 

ini belum cukup dewasa untuk memahami kehidupan berumah 

tangga. Seorang janda tidak bisa di ijbar walau dengan alasan 

tertentu. 

2) Tidak akan ada permusuhan antara wali mujbir dan anak 

Perempuan yang di ijbar. Karena ijbar tumbuh dari cinta dan 

kepedulian terhadap masa depan anak. 

3) Calon suami yang akan dijodohkan harus setara, baik dalam 

bidang sosial, ekonomi, Pendidikan, keturunan, kemerdekaan 

                                                      
35

 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, 150 
36

 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah (terj.) (Solo: 

Era Intermedia, 2005),  190-192 
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dan pekerjaan. Agar tercipta keharmonisan diantara mereka 

berdua. Kesetaraan dalam pernikahan merupakan faktor yang 

mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan rumah 

tangga. 

4) Mahar yang dijanjikan calon suami adalah mahar misil, yakni 

mahar yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial 

permpuan tersebut. 

5) Wali yang berhak mengawinkan anak perempuan adalah ayah 

dan kakek. Sebab ayah dan kakek adalah orang yang besar 

kasih sayangnya. Wali selain ayah dan kakek tidak berhak 

melakukan ijbar. 

6) Calon mempelai laki-laki haruslah orang yang mampu 

menjalankan kewajiban nafkahnya. Seorang ayah dalam 

memilih calon suami bagi anak perempuannya haruslah orang 

yang benar-benar mampu memenuhi kewajibannya. Apabila 

perkawinannya memberikan keuntungan terhadap anak 

perempuannya maka ijbar dapat dilakukan. Namun tidak boleh 

jika perkawinan tersebut menyebabkan kerugian bagi anak 

perempuannya. 

7) Calon mempelai laki-laki diketahui orang yang baik, dan dapat 

memperlakukan istrinya secara baik. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, konsep tentang hak ijbar tidak diatur secara eksplisit, 
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namun berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai”.
37

 

Keharusan adanya persetujuan antara kedua calon mempelai 

tersebut menunjukkan bahwa pernikahaan itu akan terjadi apabila 

kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan 

pernikahan, apabila ada sebuah perkawinan yang dilakukan dengan 

adanya sebuah paksaan maka terhadap pernikahan tersebut dapat 

dimintakan pembatalan kepada Pengadilan. Sebagaiman yang 

tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 

2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan 

dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.
38

 

c. Dasar Hukum Kawin Paksa 

Dalam islam, pernikahan harus didasarkan pada kerelaan dan 

persetujuan kedua belah pihak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa 

seorang perempuan tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya. Dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:
39
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 ُ لَأيِِّ تأَذَْنَ لَْ تنُاكَحُ اا تأَمَْرَ وَلَْ تنُاكَحُ الابِكارُ حَتَّذ تسُ ا  حَتَّذ تسُ ا
Artinya :“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum 

dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan 

anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya”. 

 

Selain hadis tersebut, Al-Qur’an juga menegaskan prinsip 

pernikahan yang didasarkan pada kasih sayang dan ketentraman. Dalam 

Q.S Ar-Rum ayat 21: 

 َ ةً وَرَحا اَ وَجَعَلَ بيَانكَُُا مَوَدذ ليَْا
ِ
كُنوُا ا وَاجًا لِتسَا ةً ۚ وَمِنا آ يََتِهِ آَنا خَلقََ لكَُُا مِنا آَنافُسِكُُا آَزا

نذ فِِ 
ِ
مٍ يتَفَكَذرُونَ ا لَِِ لَأ يََتٍ لِقوَا  ذََٰ

Artinya :”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.
40

 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam islam 

bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman, bukan 

keterpaksaan. 

Para ulama sepakat bahwa kawin paksa bertentangan dengan 

prinsip islam, karena pernikahan adalah ikatan suci yang harus 

didasarkan pada kesepakatan dan kebahagiaan kedua pasangan.
41

 

Dalam beberapa madzhab fiqh, wali memang memiliki hak ijbar, tetapi 

harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak 

perempuan yang dinikahkan. Oleh karena itu, Praktik kawin paksa tidak 
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sesuai dengan ajaran islam dan dapat menimbulkan ketidakadilan serta 

penderitaan bagi pihak yang dipaksa menikah. 

Sedangkan dalam dasar hukum kawin paksa di Indonesia dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan 

pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Ini berarti 

pernikahan yang dilakukan secara paksa bertentangan dengan prinsip 

hukum yang berlaku. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) pada Pasal 335 KUHP terdapat ketentuan yang 

melarang pemaksaan dalam pernikahan. Jika seorang dipaksa menikah 

dengan ancaman atau kekerasan, maka pihak yang memaksa dapat 

dikenakan sanksi hukum.
42

 

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tantang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa 

perkawinan anak yang dilakukan secara paksa dapat dikenakan sanksi 

hukum.
43

 Jika dalam perkawinan tersebut terjadi pemaksaan hubungan 

seksual terhadap anak, maka pelaku dapat dikenakan hukuman 

tambahan sesuai dengan Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan 

Anak. Dengan adanya regulasi ini. Indonesia berupaya untuk 

menghapus praktik kawin paksa dan memastikan bahwa setiap individu 

memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa tekanan 
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atau paksaan.
44

 

d. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Paksa 

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab 

terjadinya kawin paksa yaitu: 

1) Faktor ekonomi 

Ekonomi adalah penyebab yang paling berpengaruh dalam 

keadaan berkeluarga, melainkan di daerah perdalaman ekonominya 

menengah kebawah bahkan dikatakan rendah. Hal tersebut relatif 

rendah dibandingkan keadaan dengan masyarakat perkotaan, tetapi 

tidak sedikit juga yang mampu. Dengan ekonomi mereka yang 

memang bisa dikatakan atau menengah kebawah maka mendorong 

para wali untuk melaksanakan perkawinan dengan cara mencarikan 

suami anak-anak gadisnya dengan laki-laki yang tingkat 

ekonominya lebih tinggi atau mampu dari kehidupan mereka.
45

 

Para orang tua yang menikahkan anaknya dengan secara paksa 

berkeinginan untuk melihat kehidupan anak-anaknya lebih dari itu 

dan tidak seperti yang dialami serta bisa mendapatkan apasaja 

yang diinginkan oleh anak-anaknya, untuk itu orang tua mengambil 

jalan memaksa anak-anaknya dengan laki-laki yang lebih tinggi 

tingkat ekonominya dari mereka.
46

 Walaupun anak tersebut tidak 
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setuju dengan calon suami yang dicarikan ayahnya tetapi ayah 

tersebut tidak peduli yang penting pihak laki-laki setuju 

dikawinkan dengan anak gadisnya. 

Disamping diharapkan hidup anaknya tersebut bisa 

berkecukupan, juga agar dapat juga membantu perekonomian 

dalam keluarganya, terutama dapat membantu meringankan biaya 

adik-adiknya serta diharapkan rumah tangga anaknya lebih layak 

dari sebelumnya sehingga beban keluarga terkurangi. Maka 

jelaslah bahwa peranan perekonomian dalam keluarga sangatlah 

penting agar tercapai ketentraman dan kedamaian di dalam 

hidupnya.
47

 

2) Faktor keturunan 

Faktor keturunan adalah para wali mencarikan calon suami 

anak gadisnya dilihat dari segi keturunannya, paling tidak mencari 

seorang laki-laki yang berasal dari keturunan yang sederajat dengan 

keluarganya, karna dengan sederajat keturunan akan menambah 

keharmonisan, jika calon suami yang dicarikan tidak sederajat akan 

tetapi laki-laki tersebut dari keturunan yang baik-baik sehingga 

anak gadisnya akan diperlakukan secara baik. 

Faktor keturunan ini juga sangat mempengaruhi 

terlaksananya perkawinan atas dasar paksaan, karna para wali 
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mencarikan calon bagi anak- anaknya dilihat dari segi keagamaan, 

ekonomi yang cukup dan juga keturunan yang baik dengan 

demikian biasanya seorang wali mencarikan calon untuk anaknya 

dengan orang-orang yang sudah dikenal dengan baik maka sudah 

jelas akan mendapatkan keturunan dengan baik kedepannya. 

Selain itu juga ada juga wali yang membuat kesepakatan 

atau perjanjian bahwa berencana untuk menikahkan anak karna 

kedua orang tuanya tersebut mempunyai kesetaraan dalam strata 

sosial dan tidak mau menikahkan anaknya dengan seseorang yang 

lebih rendah strata sosial keluarganya. 

Dan disesuaikan dengan tingkat keturunannya seperti 

contohnya keturuan kyai akan mendapatkan keturunan kyai juga 

dan keturunan bangsawan akan mendaptkan keturunan bangsawan 

juga, disesuaikan dengan keturunanya agar lebih mengetahui 

secara mendalam seluk beluk calon menantunya dan juga 

hubungan keluarga besar mereka tidak pecah dan terjalin ikatan 

keturunan yang shaleh dan shalehah.
48

 

3) Faktor kurang memahami hukum perkawinan 

Masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah 

membuat masyarakat tersebut kurang memahami hukum 

perkawinan. Hal ini sangat mempengaruhi tingakt pemahaman 

terhadap satu pengetahuan, selain itu masyarakat yang dominan 
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hidup di lingkungan pasantren juga berpengaruh terhadap 

pemahaman hukum perkawinan. Mereka kurang memahami isi dan 

maksud yang terkandung dalam hukum perkawinan nasional yaitu 

yang berhubungan dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 

khususnya dalam BAB II pasal (6) dalam hukum perkawinan islam 

terutama yang mengenai kawin paksa. 

Masyarakat yang lingkungan berdominan ke pasantreen ini 

bahwa menurut mereka ketahui bahwa hukum perkawinan islam 

mengatur mengenai hak ijbar, akan tetapi masyarakat tersebut 

belum memahami dan mengerti secara dalam tentang bagaimana 

pemberlakuan hak ijbar dan jika seorang ayah sudah mencarikan 

laki-laki sebagai calon anak gadisnya maka anak tersebut harus 

menyetujuinya sebab jika anak tersebut tidak mau ia akan 

dikatakan kurang berbakti kepada orang tuanya. 

Yang dikatakan tingkat pemahaman kurang ini apabila 

masyarakat itu hanya sekedar mengerti serta mendengar tentang 

adanya hukum dan syarat bagi seorang ayah atau wali untuk 

melakukan hak ijbar terhadap anak gadisnya tetapi masyarakat 

tersebut tidak memahami syarat-syarat yang ditentukan sehingga 

terkesan meremehkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan 

nasional maupun hukum perkawinan islam. 
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4) Faktor kebiasaan dan adat 

Kebiasaan sesuatu daerah sangat mempengaruhi tata cara 

hidup suatu golongan masyarakat, adat kebiasaan ini sangat 

berperan dalam mengatur kehidupan suatu masyarakat dan 

masyarakat selalu mengikuti kebiasaan-kebiasan yang yang berlaku 

di daerahnya masing-masing seperti halnya dalam masyarakat yang 

masih memiliki nilai adat turun temurun yang sangat tinggi 

menjujung kebiasaan lama yang memang melaksanakan kawin 

paksa terhadap anaknya. 

Tujuan kebiasaan masyarakat setempat memaksa anaknya 

secara paksa untuk mempererat tali persaudaraan dalam keluarga 

agar tidak hilang hal inilah yang membuat masyarakat setempat 

masih berlaku kuat kebiasaan memaksa anak baik mulai dari umur 

kecil hingga yang sudah dewasa, mereka masih meyakini bahwa 

perkawinan secara paksa lebih baik dari pada seorang anak mencari 

jodoh sendiri.
49

 

e. Dampak Kawin Paksa 

Meskipun terkadang kawin paksa ini berakhir dengan happy 

ending berupa kebahagiaan rumah tangga akan tetapi tidak sedikit pula 

yang berimbas pada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga maupun 

kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, itu 

semua akibat perkawinan yang tidak dilandasi dengan cinta kasih 
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namun berangkat dari keterpaksaan semata.
50

 Adapun dampak yang 

dapat ditimbulkan dalam perkawinan paksa, diantaranya: 

1) Kekerasan  

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang 

atau sejumlah orang yang berposisi lemah, yang dengan sarana 

kekuatannya, baik secara  fisik maupun non fisik dengan sengaja 

dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. 

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

berdasarkan data-data dari berbagai lembaga pendampingan korban 

kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh 

kepolisian adalah: 

a) Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban 

mengalami pendertaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan 

maupun berat. 

b) Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti 

ucapan, simbol dan sifat mengarah pada porno, perbuatan cabul, 

pemerkosaan dan lain sebagainya. 

c) Kekerasan psikis 

Bentuk kekerasan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, yang 
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sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan 

memerlukan rehabilitasi secara intensif.
51

  

2) Dampak sosial  

Menikah karena  terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa 

membuat seseorang jadi kurang mencintai keluarganya. Suami dan istri 

bisa diacuhkan dan bahkan anak-anakpun bisa juga tidak diperdulikan 

karena tidak adanya  rasa cinta dari awal menikah dan kebencian 

terhadap pernikahan paksa yang dijalaninya dengan penuh kepura-

puraan.
52

 Sehingga terjadi relasi yang asimetris, hubungan yang tidak 

seimbang antara suami istri sehingga menyebabkan diskriminasi, 

kesalapahaman dan relasi sosial yang tidak nyaman. 

a) Menimbulkan konflik perceraian 

b) Apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, 

tidak ada cinta, acuh terhadap anak dan suami istri, selingkuh 

sering berselisih dengan anggota keluarga, terjadi kekerasan fisik, 

dan lain-lain, maka bisa menjadi bumerang yang berujung pada 

perceraian. Yang menjadi korban tidak lain adalah anak-anak hasil 

perkawinan tersebut.
53

 

Perlakuan kasar yang disebabkan oleh kondisi psikis yang tidak 

normal dan stabil ditambah dengan reaksi suami yang merasa dirinya 
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tidak salah, karena yang melakukan tindakan pemaksaan bukan dari 

suami tetapi pada umumnya dilakukan oleh orang tua perempuan (istri). 

Dengan demikian baik hubungan internal istri dan hubungan 

interpersonal tidak lagi harmonis sehingga menyebabkan tidak 

terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. 

2. Hak Ijbar Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Hak ijbar dalam hukum Islam merupakan hak yang diberikan 

kepada wali ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan tanpa 

persetujuannya dalam kondisi tertentu. Hak ini awalnya berlandaskan pada 

konsep perlindungan bagi anak perempuan yang dianggap belum mampu 

mengambil keputusan sendiri, seperti yang masih di bawah umur atau 

mengalami gangguan mental. Namun, dalam perkembangan hukum Islam, 

hak ijbar mengalami berbagai pembatasan agar tidak bertentangan dengan 

prinsip keadilan dan kebebasan individu dalam pernikahan.
54

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, 

hak ijbar tidak disebutkan sebagai kewenangan mutlak wali dalam 

pernikahan. Sebaliknya, KHI lebih menekankan pada persetujuan calon 

mempelai sebagai syarat sahnya pernikahan. Pasal 16 KHI menyatakan: 

"Bentuk persetujuan calon wanita dapat berupa pernyataan tegas 

dan nyata dalam tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa 

diam dalam arti selama tidak ada penolakan" 

 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa wali tidak dapat menikahkan 

anak perempuan tanpa persetujuan yang jelas. Pernikahan yang 
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dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari calon mempelai 

perempuan, baik secara langsung maupun dalam bentuk diam yang tidak 

mengandung penolakan. 

Dengan ketentuan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa hak 

ijbar yang dulu digunakan dalam pernikahan telah mengalami 

penyempurnaan dalam Kompilasi Hukum Islam. Konsep ijbar yang 

mengizinkan wali menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan kini 

tidak lagi diakui dalam hukum Islam di Indonesia, terutama bagi mereka 

yang telah berusia 21 tahun. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan 

persetujuan penuh dari kedua calon mempelai, dan segala bentuk 

pemaksaan dalam pernikahan bertentangan dengan prinsip hukum Islam 

yang menekankan keadilan serta perlindungan terhadap hak individu.
55

 

a. Batasan Hak Ijbar Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Hak ijbar yang awalnya dikenal dalam fikih Islam sebagai hak 

wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan langsung, 

telah mengalami pembatasan yang signifikan dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI).
56

 KHI menekankan bahwa pernikahan harus 

didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, sehingga hak 

ijbar tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang.
57

 Wali di dalam 

perkawinan mempunyai hak menyetujui dan menikahkan putrinya 
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dengan laki-laki yang disukai sesuai dengan KHI pasal 19 yang 

berbunyi: 

“Wali nikah dalam pernikahan merupakan hukum yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahinya”  

 

Sebab pengucapan ijab dilakukan oleh wali dari pihak 

perempuan.
58

 Dengan penjelasan tersebut bahwa wali di dalam 

perkawinan bagi anak perempuannya hanya mempunyai hak 

menyetujui dan menikahkan, sedangkan yang menentukan dan 

memutuskan berada di tangan anak perempuan sendiri, perkawinan 

yang dilakukan oleh wali dinyatakan sah jika telah mencapai 

kesepakatan persetujuan dari calon mempelai perempuan tersebut. 

Karena perkawinan berkaitan dengan perasaan putrinya dan ia juga 

yang akan menjalankan rumah tangga menuju ketenteraman dan 

keabadian, maka persetujuan keduanya sangat di perlukan unrtuk 

mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Selain itu, Pasal 17 ayat (2) KHI menegaskan bahwa: 

"Jika perkawinan tidak disetujui oleh salah satu mempelai, 

maka perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan". 

 

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak ijbar tidak dapat 

digunakan jika calon mempelai perempuan menyatakan 

ketidaksepakatannya terhadap pernikahan. 
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b. Larangan Perkawinan Paksa Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Berdasarkan hukum-hukum perkawinan bahwa tidak boleh ada 

paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis 

untuk dinikahkan harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang 

tuanya.
59

 Jika perkawinan dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu 

pihak, KHI memberikan hak bagi korban untuk mengajukan 

pembatalan perkawinan. Pasal 71 huruf f  KHI menyebutkan bahwa: 

"Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan digolongkan 

sebagai perkawinan yang boleh dibatalkan.” 

 

Dengan adanya aturan ini, perempuan yang dipaksa menikah 

berhak mengajukan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan 

Agama, karena pernikahan paksa bertentangan dengan prinsip 

kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.  Maka posisi wali 

kekuatannya tidak sebagaimana yang menjadi pemahaman 

masyarakat, yang saat ini berjalan beriringan dengan konsep keluarga 

yang patriarki.
60

  

Untuk menegaskan Pasal 16 ayat 1 KHI, dikuatkan lagi di 

dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 

2 yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat 

berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri 

yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan.
61

 Ini sesuai dengan Instrumen Internasional Pokok Hak 

Asasi Manusia BAB 16 pada Pasal 106 Deklarasi Universal angka 2 

yang berbunyi: Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan 

pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
62

 

c. Penyalahgunaan Hak Ijbar Oleh Wali dan Sanksinya dalam Kompilasi 

Hukum Islam 

Dalam beberapa kasus, wali melakukan penyalahgunaan hak 

ijbar dengan memaksakan pernikahan demi kepentingan pribadi, 

seperti alasan ekonomi atau tekanan sosial. Pasal 109 KHI mengatur 

mengenai pencabutan hak perwalian jika wali terbukti 

menyalahgunakan kewenangannya: 

"Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang 

atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas 

permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, 

pemboros, gila atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan 

wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang 

berada di bawah perwaliannya”.
63

 

 

Jika wali terbukti memaksakan pernikahan tanpa persetujuan 

anaknya, ia dapat kehilangan hak perwaliannya, dan perwalian dapat 

dialihkan kepada pihak lain yang lebih berwenang. 

3. Batasan Usia Dewasa  

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, yang tertuang dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan usia dewasa memiliki arti 

penting dalam menentukan kapabilitas hukum seseorang. Usia dewasa 
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tidak hanya menjadi tolok ukur kematangan fisik, tetapi juga menjadi 

dasar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban hukum, khususnya dalam 

perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perdata.
64

 

Oleh karena itu, pemahaman mengenai batasan usia dewasa dalam KHI 

menjadi hal yang esensial dalam praktik hukum Islam di Indonesia. 

Usia dewasa adalah tolak ukur seseorang untuk dianggap sanggup 

bertanggung jawab atas suatu tindakan yang telah dilakukan. Yang mana 

tindakan tersebut ialah akan dipertanggung jawabkan di hadapan hukum. 

Kompilasi sumber hukum materiil yang digunakan oleh pengadilan agama 

menetapkan batasan usia dewasa secara tegas, dalam Pasal 98 ayat 1 

peraturan tersebut menyebutkan: 

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 

21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun 

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” 

 

Menurut ketentuan ini, anak dianggap dewasa ketika telah 

mencapai usia 21 tahun, dengan syarat tidak mengalami cacat fisik atau 

mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya, KHI juga 

memberikan pengecualian terhadap batas usia tersebut dengan menyatakan 

bahwa seseorang yang telah menikah sebelum usia 21 tahun, secara 

hukum telah dianggap dewasa.
65

 Sebagai contoh, seorang perempuan 

berusia 19 tahun yang telah menikah secara sah, menurut KHI, tidak lagi 

berada dalam pengasuhan orang tua atau wali. Ia telah dianggap dewasa 
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secara hukum, sehingga berhak membuat keputusan hukum secara 

mandiri, termasuk mengajukan gugatan cerai atau mengurus dokumen 

kependudukan dan warisan. Ini merupakan bentuk pengakuan hukum 

terhadap kedewasaan berdasarkan status pernikahan. Ketentuan ini 

mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tidak semata-mata 

mendasarkan kedewasaan pada umur biologis, tetapi juga pada status 

sosial dan tanggung jawab hukum yang melekat setelah seseorang 

menikah.
66

 Dengan demikian, pernikahan menjadi indikator kedewasaan 

hukum meskipun usia seseorang belum mencapai 21 tahun. 

Batas usia dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 juga 

berkaitan erat dengan ketentuan mengenai perwalian. Dalam KHI, 

khususnya Pasal 107 ayat 1 menyebutkan: 

“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 

tahun dan atau belum pernah melangsungka perkawinan”
67

 

 

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa orang tua memiliki kedudukan 

sebagai wali sah bagi anaknya selama anak tersebut belum mencapai usia 

21 tahun dan belum menikah. Artinya, anak yang berada dalam katentuan 

tersebut dianggap belum dewasa secara hukum, sehingga segala urusan 

hukum yang berkaitan dengan dirinya harus diwakili atau disetujui oleh 

wali.
68

 Ketentuan ini juga mensyaratkan bahwa orang tua yang menjadi 

wali harus masih hidup dan cakap hukum, yaitu tidak dalam keadaan 
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kehilangan kemampuan bertindak menurut hukum, seperti berada dalam 

pengampuan karena gangguan jiwa atau kecacatan permanen.
69

 Dengan 

demikian, anak yang belum dewasa tetap memiliki perlindungan hukum 

melalui wali yang bertanggung jawab atas kepentingannya, termasuk 

dalam hal pengurusan harta, perwalian nikah, atau pengambilan keputusan 

penting lainnya. 

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum islam yang 

menekankan kemampuan seseorang untuk bertindak secara mandiri dalam 

aspek hukum dan sosial. Kedewasaan menjadi salah satu syarat penting 

agar seseorang dapat mewakili dirinya sendiri di depan hukum tanpa harus 

diwakili oleh wali atau orang tua. Oleh karena itu, penetapan usia dewasa 

dalam KHI berimplikasi langsung terhadap legal standing seseorang 

dalam berbagai tindakan hukum yang diatur dalam hukum Islam.
70

 

Di sisi lain, ketentuan ini juga memiliki dampak terhadap 

perlindungan hukum bagi anak-anak. Dengan adanya batas usia dewasa 

yang jelas, maka anak-anak yang berada di bawah usia 21 tahun dan 

belum menikah masih berada di bawah tanggung jawab orang tua atau 

walinya. Mereka tidak dapat secara bebas melakukan tindakan hukum 

tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Hal ini memberikan 

perlindungan bagi anak-anak dari kemungkinan penyalahgunaan 

wewenang atau tindakan yang merugikan diri sendiri karena ketidaksiapan 
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mental maupun emosional.
71

 

Dengan demikian, batasan usia dewasa dalam Kompilasi Hukum 

Islam merupakan bentuk konkret dari upaya pembentukan sistem hukum 

yang akomodatif terhadap nilai-nilai keislaman dan realitas sosial 

masyarakat Indonesia. Penetapan usia 21 tahun sebagai usia dewasa, serta 

pengakuan status dewasa bagi individu yang telah menikah sebelum usia 

tersebut, menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan normatif 

dan sosiologis dalam hukum Islam. Hal ini penting untuk menjamin 

kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap individu dalam 

berbagai aspek kehidupan hukum keluarga.
72
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, jenis 

penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian 

hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research 

yakni penelitian ini merupakan jenis studi yang terfokus pada pengumpulan 

data empiris secara langsung dari lapangan.
73

 Dimana untuk mengumpulkan 

data dan skema dalam melakukan penelitian didapatkan langsung dari suatu 

lapangan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan 

menganalisis fenomena pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak 

yang berusia 21 tahun, yang terjadi di masyarakat Desa Wotgalih, Kecamatan 

Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.  

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi 

kasus ( Judicial Case Study) dimana pendekatan ini menganalis secara 

mendalam suatu peristiwa permasalahan, individu, kelompok atau kondisi 

tertentu dalam lingkungan nyata.
74

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan 

pemahaman yang menyeluruh mengenai berbagai aspek dari objek diteliti 

melalui pengumpulan data yang rinci dan lengkap.
75

 Dalam penelitian 

kualitatif data dikumpulkan dalam bentuk wawancara, observasi, dan 
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dokumentasi yang selanjutnya diuraikan dan dianalisis secara cermat.  

B. Lokasi Penelitian 

Umumnya wilayah penelitian mencangkup instansi, organisasi, desa, 

dan lain sebagainya, yang nantinya akan menerangkan lokasi yang dipilih 

peneliti untuk pengumpulan data penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 

Peneliti memilih lokasi ini karena Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun 

Kabupaten Lumajang adalah salah satu desa yang sebagian masyarakatnya 

menerapkan ijbar wali atau yang dimaksud dengan hak ijbar wali, bahkan 

sudah menjadi kebiasaan. Lokasi ini dipilih berdasarkan adanya informasi atau 

fenomena sosial tentang kasus pemaksaan kawin terhadap anak yang telah 

berusia 21 tahun oleh orang tua. Lokasi ini juga relevan untuk mengungkap 

bagaimana norma-norma adat, agama, dan hukum saling mempengaruhi 

dalam praktik perkawinan masyarakat setempat. 

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini dapat 

memberikan informasi terkait data penelitian yang dibutuhkan melalui teknik 

purposive sumpling. Teknik purposive sumpling adalah teknik pengambilan 

subjek penelitian atau informan sebagai sumber data yang berlandaskan tujuan 

dan pertimbangan tertentu seperti subjek yang dipilih dipandang sebagai orang 

yang dapat memberikan data pada penelitian.
76

 Terdapat beberapa istilah yang 

digunakan sebagai indikator subjek penelitian dalam konteks penelitian 
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kualitatif. Beberapa mengartikan informan sebagai seseorang yang 

memberikan informasi terkait dengan objek penelitian, sementara istilah lain 

yang sering dipakai adalah partisipan. Pada kajian ini yang menjadi subjek 

penelitian yaitu sejumlah pasangan yang melakukan pernikahan karena 

terjadinya hak ijbar yang dilakukan orang tuanya di Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Berikut beberapa informan 

untuk mendapatkan data yaitu:  

1. Ibu Mimik istri Bapak Herry merupakan pihak yang mengalami praktik 

ijbar 

2. Ibu Ninis istri Bapak Ulin merupakan pihak yang mengalami praktik ijbar 

3. Ibu Weni istri Bapak Saiful merupakan pihak yang mengalami praktik 

ijbar 

4. Ibu Khusnul istri Bapak Mono merupakan pihak yang mengalami praktik 

ijbar 

5. Ibu Sulama merupakan orang tua dari Ibu Mimik yang melakukan praktik 

ijbar 

6. Bapak Soleh merupakan orang tua dari Ibu Ninis yang melakukan praktik 

ijbar 

7. Bapak Misran merupakan orang tua dari Ibu Weni yang melakukan praktik 

ijbar 

8. Bapak Tinawas merupakan orang tua dari Ibu Khusnul yang melakukan 

praktik ijbar 

9. Bapak Mahmudi merupakan tokoh agama di Desa Wotgalih Kecamatan 
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Yosowilangun Kabupaten Lumajang 

10. Bapak Riza Hana Nurrohim S.H, Penghulu KUA Kecamatan 

Yosowilangun 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Keabsahan suatu penelitian tergantung pada kemampuan untuk 

menguji kebenaran data yang diperoleh. Untuk memastikan kevalidan data, 

diperlukan penerapan metodologi yang tepat dalam proses pengumpulannya. 

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menggunakan teknik pengumpulan 

data, diantaranya: 

1. Observasi  

Cara dalam pengamatan obyek yang termasuk sumber utama data 

yakni observasi.
77

 Peneliti dalam observasi ini mempergunakan observasi 

pasrtisipan. Metode tersebut peneliti pakai guna mendapatkan data yang 

tidak bisa peneliti peroleh lewat berwawancara dan observasi. Penelitian ini 

mempergunakan jenis observasi partisipasi pasif. Sehingga peneliti akan 

hadir ditempat kejadian, namun tidak terlibat pada kegiatan itu. 

2. Wawancara  

Interaksi antara dua individu yang bertukar informasi dan ide 

melalui dialog tanya jawab antara pewawancara dan responden, yaitu 

antara pelaku dan masyarakat di Desa Wotgalih, Kecamatan 

Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, sehingga dapat memperoleh jawaban 

terkait dengan topik atau permasalahan yang sedang diinvestigasi serta 
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mendapatkan data yang dibutuhkan.
78

 Dalam hal ini, penelitian ini 

menggunakan metode wawancara terstruktur.
79

 Tujuan dari wawancara 

adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan lengkap 

terhadap masalah penelitian.
80

 

3. Dokumentasi 

Disamping dengan wawancara serta observasi, peneliti pula 

mempergunakan metode dokumentasi dalam teknik pengumpulan data. 

Metode dokumentasi yakni suatu teknik pengumpulan informasi serta data 

lewat penemuan serta pencarian bukti-bukti.
81

 Tidak kalah penting metode 

dokumentasi dengan metode yang lainnya, metode ini mencari data terkait 

variabel atau hal-hal seperti majalah, surat kabar, buku, transkip, catatan 

dan lainnya. 

Metode ini, jika dibandingkan dengan pendekatan lain, tidak terlalu 

rumit, yang berarti bahwa jika ada kesalahan, sumber data tidak akan 

berubah. Pengamatan dalam metode dokumentasi terjadi pada benda mati, 

tidak seperti pada objek hidup.
82

 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan teknik 

penggalian data, sumber data dan jenis data. Seperti contoh hasil: hasil 

wawancara, dokumen atau sumber data tertulis, foto maupun statistic. Data 
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utama dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang disertai rekaman 

audio/video dan pengambilan foto dan data tambahan dapat diperoleh melalui 

dokumen yang diterbitkan langsung oleh suatu instansi (dokumen resmi, 

dokumen pribadi) dan lain sebagainya. Analisis data dapat dilakukan melalui 

tiga langkah, diantaranya: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data ini mengarah pada hasil pengumpulan data, yang di 

ringkas dan menguraikannya kedalam konsep, kategori dan beberapa tema. 

Dimana nantinya pengumpulan data dan reduksi data akan berkaitan satu 

sama lain yang akan membentuk kesimpulan atau pendapat serta penyajian 

data yang baik. Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan proses 

reduksi data dengan meringkas data menjadi sebuah rekapan yang telah 

terkumpul melalui hasil wawancara, catatan lapangan, berkas atau 

dokumen dan lain sebagainya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data ini merupakan penyajian sekumpulan informasi 

yang telah disusun, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan 

dan pengambilan tindakan dari data yang telah disajikan. Penyajian data 

ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat apa yang sedang 

terjadi dilapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan ini akan dilakukan oleh peneliti, 

secara terus menerus dalam proses penelitian lapangan, yang nantinya 
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akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

diklasifikasikan.
83

 Penarikan kesimpulan ini termasuk kedalam tahap 

penting pada sebuah penelitian, karena akan memberikan hasil akhir 

berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan. 

F. Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan temuan yang sah, akan dilakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap keabsahan data dengan menggunakan metode-metode 

keabsahan data. Sebuah alat pengukur dianggap valid apabila pengukuran 

yang dilakukannya sesuai dengan apa yang seharusnya diukur. Selain itu, 

validitas mencerminkan ketepatan temuan terhadap kebenaran ketika peneliti 

menerima informasi dan kondisi yang krusial. Keakuratan laporan dapat 

dipastikan apabila tidak ada perbedaan antara data yang sebenarnya pada 

objek penelitian.
84

 

Peneliti menggunakan validitas data triangulasi sebagai alat ukur untuk 

menguji keabsahan data. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan 

data dengan memanfaatkan elemen lain di luar data sebagai pembanding atau 

untuk tujuan pemeriksaan. 

Peneliti mengambil langkah awal dalam pemeriksaan datanya 

mempergunakan triangulasi sumber, artinya melakukan perbandingan serta 

mengecek ulang derajat keprcayaan sebuah informasi yang didapat lewat alat 

dan waktu yang beda pada metode kualitatif.  
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Tahap awal melibatkan perbandingan hasil pengamatan data dengan 

hasil wawancara. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara apa yang 

diungkapkan oleh individu secara publik dan secara pribadi. Proses 

selanjutnya melibatkan perbandingan antara apa yang dikatakan oleh orang-

orang terkait dengan kondisi penelitian dan apa yang diungkapkan selama 

periode waktu tertentu. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara perspektif 

dan kondisi individu dengan berbagai argumen dari berbagai kelompok, 

seperti orang pemerintahan, orang yang memiliki posisi penting, individu 

dengan pendidikan menengah atau tinggi, dan masyarakat umum. Akhirnya, 

hasil wawancara dibandingkan dengan isi dokumen terkait. 
85

 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Untuk melihat proses penelitiannya dari awal hingga akhir, sehingga 

diperlukan penjabaran tahap penelitian. Tahap itu diantaranya : 

1. Tahap Pra Lapangan 

Beberapa tahap pra lapangan ini ada enam. Peneliti juga melewati 

tahap ini secara pribadi, berikut penjelasan dari tahap itu: 

a. Peneliti akan memulai proses perancangan penelitian dengan 

mengusulkan judul, menyusun matriks penelitian, dan selanjutnya 

melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. 

b. Mengurus perizinan  

Peneliti akan memulai dengan mengurus izin sebelum memulai 

penelitian, yang melibatkan pengajuan surat permohonan penelitian 
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kepada pihak kampus dan kemudian disampaikan kepada kepala desa.  

c. Pemilihan Informan 

Peneliti akan memilih informan yang terdiri dari keluarga pernikahan 

karena paksaan, kepala desa, dan anggota masyarakat di desa Wotgalih. 

d. Setelah semua tahapan perancangan penelitian, termasuk pemilihan 

informan selesai, sebelum melangkah ke lapangan, perlengkapan 

penelitian akan disiapkan terlebih dahulu. 

e. Peneliti akan memulai dengan mengurus izin sebelum memulai 

penelitian, yang melibatkan pengajuan surat permohonan penelitian 

kepada pihak kampus dan kemudian disampaikan kepada kepala desa. 

2. Tahap Penelitian Lapangan 

Observasi dipakai peneliti dengan melibatkan beberapa informasi 

demi mendapatkan data, yang terbagi dalam tiga bagian diantaranya: 

a. Pemahaman pada latar penelitian 

b. Terjun dilapangan 

c. Ikut serta dalam pengumpulan data. Antara lain dengan memantau 

serta mengikuti kegiatan, mencatat data, dan menganalisis data 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Menjadi tahap akhir setelah melalui proses penelitian, yakni 

laporan dari penemuan di lapangan disusun oleh peneliti. Selanjutnya 

berbagai data yang diperoleh dikumpulkan lewat sejumlah tahapan. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Wotgalih 

Desa Wotgalih merupakan hasil pemekaran wilayah dari Desa Induk 

(Desa Kraton) yang pecah menjadi Desa dan berdiri sendiri pada tahun 

1982. Desa Wotgalih awal mula hanyalah bagian dari Desa Kraton yang 

memiliki wilayah cukup luas. Tidak terlepas dari hasil kesepakatan dan 

musyawarah Pemerintah Desa Kraton Bersama para tokoh masyarakat, 

tokoh agama, tokoh pemuda dan yang lainnya pada tahun tersebut sepakat 

mufakat untuk menetapkan serta menjadikan Wotgalih sebagai wilayah 

yang disebut desa sehingga berhak mengurusi pemerintahan sendiri. Pada 

saat itulah pemerintah Desa Kraton menyampaikan laporan kondisi wilayah 

secara administratif kepada pemerintah atas (Kecamatan dan Kabupaten) 

karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang memungkinkan dan 

memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran atau pemecahan wilayah. 

Gambar 4.1 

Foto Kantor Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokasi Penelitian di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang 

 



59 

 

 

 

Nama “Wotgalih” berasal dari dua kata yaitu “wot” dan “galih”. 

Berdasarkan cerita (informasi) sesepuh penduduk sekitar Desa Wotgalih, 

secara lisan ke lisan bahwa “Wotgalih” diambil dari nama sebuah jembatan 

(alat penyeberangan) dalam bahasa jawa disebut dengan kata wot. Jembatan 

ini berasal dari pohon “Tenggulunan” yang roboh melintang di atas sungai 

di wilayah rawa sehingga bisa dimanfaatkan oleh penduduk untuk 

penyeberangan, sampai akhirnya pohon tersebut tersisa bagian dalamnya 

saja dengan sebutan dalam bahasa jawa galih (keras dan kuat). Sesuai 

dengan kondisi tanah dan tumbuhan yang ada, Sebagian wilayah Desa 

Wotgalih adalah rawa dan di aliri sungai yang cukup lebar dan Panjang. 

Jembatan (Wotgalih) ini berfungsi menghubungkan wilayah utama rawa 

dengan wilayah selatan rawa. Secara administratif. Desa Wotgalih terbagi 

menjadi 3 wilayah dusun (Pandukuhan): 

a. Wilayah utara rawa disebut Dusun Krajan 

Penduduk sekitar kerap kali menyebut Dusun Krajan dengan 

sebutan yang dianggap mudah yaitu Wotgalih. Sesuai cerita yang 

melegenda tentang jembatan kayu yang digunakan untuk menyeberang 

hingga tersisa bagian dalamnya namun tetap keras dan kuat. 

b. Wilayah selatan rawa bagian timur disebut Dusun Meleman 

Sesuai cerita yang ada dimasyarakat Dusun Meleman dahulu 

merupakan tempat petileman (penginapan) para prajurit Kerajaan 

Majapahit yang sedang melakukan perjalanan ke tempat lain. 
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c. Wilayah selatan rawa bagian barat disebut Dusun Talsewu 

Sesuai cerita yang ada dimasyarakat Dusun Talsewu bahwa 

dahulu terdapat banyak pohon ta’al yang diperkirakan sebanyak seribu 

(sewu/berjumlah ribuan). Pohon ta’al tersebut digunakan oleh para 

prajurit Kerjaan Majapahit untuk menambatkan kuda mereka. 

Selanjutnya daerah tempat penambatan kuda tersebut oleh penduduk 

sekitar disebut nama Talsewu sampai sekarang. 

2. Letak Geografis 

Desa Wotgalih merupakan salah satu desa yang berada di 

wilayah administratif Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, 

Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Wotgalih adalah 29,80 km
2
. 

Jarak tempuh Desa Wotgalih ke Kecamatan Yosowilangun 8 km yang 

dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh 

ke ibu kota kabupaten adalah 23 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 

sekitar 30 menit.
86

 Desa Wotgalih terdiri dari 3 dusun dan dalam 3 dusun 

tersebut terdapat 7 Rukun Warga (RW) dan 49 Rukun Tetangga (RT), 

dusun-dusun tersebut diantaranya: 

a. Dusun Krajan 

b. Dusun Meleman 

c. Dusun Talsewu 
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Berikut adalah batas-batas wilayah Desa Wotgalih: 

Tabel 4.1  

Batas-Batas Wilayah Desa Wotgalih 

BATAS DESA/KELURAHAN WILAYAH 

Utara Desa Kraton, Tunjung Rejo, Krai Kabupaten Lumajang 

Selatan Pantai Wotgalih Kabupaten Lumajang  

Barat Desa Jatimulyo, Darungan Kabupaten Lumajang  

Timur Desa Yosowilangun Kidul Kabupaten Lumajang 

Sumber Data : File Desa Wotgalih 

3. Kondisi Umum Demografis Daerah 

Berdasarkan data Badan Statistik Kecamatan Yosowilangun 

tahun 2023 jumlah penduduk desa wotgalih adalah 7.652 jiwa yang 

tergabung dalam 2.688 KK. Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih 

lengkap tentang keadaan demografi di Desa Wotgalih, maka perlu 

diidentifikasikan jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada 

perkembangan penduduk. Untuk memperoleh informasi ini maka 

perlulah dibuat tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

NO. USIA PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. 0-4 TAHUN 103 101 

2. 5-9 TAHUN 251 275 

3. 10-14 TAHUN 298 287 

4. 15-19 TAHUN 205 268 

5. 20-24 TAHUN 312 340 

6. 25-29 TAHUN 328 297 

7. 30-34 TAHUN 315 276 

8. 35-39 TAHUN 311 298 

9. 40-44 TAHUN 280 292 

10. 45-49 TAHUN 278 317 

11. 50-54 TAHUN 270 294 

12. 55-59 TAHUN 252 245 

13. 60-64 TAHUN 210 214 
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14. 65-69 TAHUN 137 128 

15. 70-74 TAHUN 126 120 

16. 75 TAHUN KE 

ATAS 

96 98 

Sumber Data : File Desa Wotgalih 

Perkembangan penduduk uraian satua Jumlah Luas Wilayah 

29,80 km
2
 Jumlah penduduk 7.652 jiwa dengan penduduk laki-laki 3.768 

jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.884 jiwa.  

Rata-rata pekerja di Desa Wotgalih yaitu berkisar (15-64) tahun. 

Perhitungan jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduknya. 

Berikut adalah table jumlah penduduk dengan mata pencahariannya 

yaitu: 

Tabel 4.3 

Data Aktivitas Penduduk Desa Wotgalih 

URAIAN JUMLAH 

BERSEKOLAH 1.594 

IBU RUMAH TANGGA 1.228 

TIDAK BEKERJA 1.478 

BEKERJA 2.227 

Sumber Data : File Desa Wotgalih 

Tabel 4.4 

Data Pekerjaan Penduduk Desa Wotgalih Berdasarkan Jenis Kelamin 

PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

PETANI 434 225 

BURUH TANI 375 303 

NELAYAN 230 _ 

BURUH NELAYAN 98 20 

GURU 24 19 

DOSEN 2 _ 

PEDAGANG 225 198 

ASN/PNS/PPPK 30 12 

TNI 2 _ 

BIDAN _ 2 

TKI 10 18 

Sumber Data : File Desa Wotgalih 
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Tabel 4.5 

Jumlah Pernikahan di Desa Wotgalih 

TAHUN JUMLAH PERNIKAHAN 

2022 412 

2023 398 

2024 427 

Sumber Data : File Desa Wotgalih 

Tabel 4.6 

Persentase Usia Pasangan yang Melangsungkan Pernikahan 

TAHUN USIA 

<20 

TAHUN 

USIA 

20-24 

TAHUN 

USIA 

25-29 

TAHUN 

USIA 

>30 

TAHUN 

2022 18% 46% 24% 12% 

2023 15% 48% 25% 12% 

2024 13% 50% 25% 12% 

Sumber Data: KUA Kecamatan Yosowilangun 

B. Penyajian Data  

Penyajian data adalah bagian penting dari penelitian karena data yang 

disajikan akan menjadi dasar analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian 

ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk menggali data 

sebanyak-banyaknya di lapangan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan 

pada fokus penelitian. Penyajian data temuan yang didapatkan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

1. Praktik ijbar yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya yang 

berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten 

Lumajang 

Dalam konteks kehidupan masyarakat pedesaan, keputusan mengenai 

pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi anak, tetapi juga 

sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Tradisi dan nilai budaya yang 

masih kuat menjadikan orang tua memiliki posisi penting dalam menentukan 
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arah masa depan anak, khususnya terkait pernikahan. Oleh sebab itu, peran 

orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak masih sangat dominan. 

Berdasarkan temuan di lapangan, orang tua menggunakan hak ijbar untuk 

menetapkan calon pasangan tanpa memperhatikan keinginan anak. 

Sedangkan anak yang sudah berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa 

menurut hukum maupun sosial sehingga memiliki hak untuk menentukan 

pilihannya sendiri. 

Dalam praktiknya, ijbar dilakukan dengan cara orang tua menetapkan 

calon suami bagi anak perempuannya tanpa melalui musyawarah yang 

terbuka. Anak hanya diberi tahu mengenai keputusan tersebut dan diminta 

untuk menerima tanpa banyak pertimbangan. Meskipun tidak disertai dengan 

paksaan fisik, tetapi terdapat tekanan psikologis dan norma sosial yang 

berlaku membuat anak merasa tidak memiliki ruang untuk menolak.  

Sebagaimana yang terjadi di Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun Kabupaten Lumajang, seorang wali memilih pasangan bagi 

anaknya meskipun anaknya sudah berusia 21 tahun, karena pilihan dari 

kerabat dan orang tua yang dianggap paling terbaik. Adanya perjodohan 

atas pilihan wali yang terjadi di desa Wotgalih inilah dalam islam dimaksud 

dengan hak ijbar wali. Kasus yang terjadi di desa Wotgalih dalam praktik 

ijbar wali juga mengarah pada pernikahan paksa, dimana kerelaan atau 

pendapat sang anak tidak dihiraukan karena orang tua/wali menganggap 

pilihannya adalah yang terbaik.
87

 Meskipun hak ijbar wali dibenarkan oleh 

                                                      
87

 Muhammad Alvin Ni’am, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijbar Wali di Desa 
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islam, terdapat aturan-aturan ijbar yang juga harus diperhatikan.
88

 Bahkan 

disisi lain, islam melarang adanya paksaan termasuk dalam pernikahan.  

Fenomena pemaksaan pernikahan yang dilakukan orang tua 

terhadap anak di Desa wotgalih awalnya bertujuan menjaga dan 

menyatukan kembali hubungan kekerabatan, namun kini juga dipengaruhi 

motif ekonomi. Praktik ini berbeda dengan hak ijbar yang diatur dalam 

hukum islam, karena anak yang dipaksa untuk menikah sudah berusia 

dewasa yaitu usia 21 tahun, pihak yang memaksa bukan dari pihak wali 

mujbir, melainkan juga saudara dan kerabat dari anak tersebut. 

Berdasarkan wawancara di Desa Wotgalih, sejumlah pernikahan 

terjadi bukan atas kehendak pribadi, melainkan karena praktik ijbar yang 

dilakukan orang tua dan kerabat. Praktik ijbar ini dilatarbelakangi 

hubungan kekerabatan, tradisi, serta alasan menjaga keharmonisan 

keluarga, dan kurangnya pemahaman terhadap pernikahan yang diatur 

dalam hukum islam. Sehingga anak perempuan kehilangan kebebasan 

menentukan pilihan hidupnya dan pernikahan berubah menjadi tekanan 

sosial dan budaya. 

Berikut ungkapan dari informan pertama yaitu Ibu Mimik merupakan 

pihak yang mengalami pernikahan karena adanya praktik ijbar: 

“Waktu itu saya berusia 22 tahun dan saya menikah di tahun 2010, 

saya kaget tiba-tiba bapak saya bilang saya akan dinikahkan dengan 

sepupu saya, saya belum kenalan lebih jauh dengan dia, saya juga gak 

kepikiran sama sekali buat nikah, jadi saya menolaknya. Saya takut 

                                                                                                                                                 
Islamic Family Law, 2023) 

88
 Hakim, Muh Luthfi. "Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif 

Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh." YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 13.2 

(2022): 247-266. 
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kalau buru-buru menikah meskipun itu masih kerabat dan baik dimata 

orang tua saya tapi belum tentu baik menurut saya. Tapi orang tua 

saya sudah mantap dengan pilihannya untuk menerima lamaran 

tersebut dan juga kerabat saya yang lainnya ikut maksa saya untuk 

nerima dengan alasan dia laki-laki yang baik, jadi akhirnya saya nurut 

saja. Saya juga takut mengecewakan orang tua saya”
89

 

 

Dari pernyataan ibu Mimik tersebut menunjukan bahwa meskipun 

tidak ada paksaan secara fisik, namun terdapat tekanan emosional yang 

membuat anak merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan 

orang tuanya.. 

Selanjutnya diutarakan oleh informan kedua yaitu Ibu Sulama yang 

merupakan orang tua dari Ibu Mimik sebagai pihak yang melakukan praktik 

ijbar: 

“Waktu itu suami saya yang langsung nerima lamarannya, saya dan 

suami juga udah yakin dia laki-laki yang baik kok untuk anak saya, 

dan saya ini orang tua, sudah tahu mana yang baik untuk anak saya, 

kalau saya lihat si Herry itu anaknya baik, sopan, rajin dan dari 

keluarga baik-baik. Anak saya waktu itu belum punya calon, dan 

kebetulan Herry melamar anak saya, jadi saya langsung setujui 

lamarannya. Saya tahu Mimik belum siap untuk menikah saat itu, tapi 

saya pikir dia akan bisa menyesuaikan. Dari keluarga besar saya juga 

mendesak mereka bilang, “sayang kalau tidak diterima, orangnya baik 

dan masih keluarga”. Saya juga sudah kenal baik dengan keluarganya 

Herry karena juga termasuk sepupu jauh, jadi ya bisa menyambung 

tali silaturahmi juga”
90

 

 

Praktik ijbar yang dialami oleh Ibu Mimik menunjukkan adanya 

dominasi orang tua dalam pengambilan keputusan pernikahan anak. 

Meskipun tidak terdapat paksaan secara fisik, tekanan emosional dan sosial 

membuat Ibu Mimik tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan 

orang tuanya. Ibu Sulama bersama suaminya langsung menyetujui lamaran 
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dari Herry, sepupu jauh yang dianggap baik, sopan, rajin, dan berasal dari 

keluarga terhormat. Pertimbangan utama yang digunakan adalah faktor 

kekerabatan, di mana pernikahan dipandang sebagai sarana mempererat tali 

silaturahmi keluarga besar. Selain itu, desakan dari kerabat semakin 

memperkuat keputusan orang tua sehingga suara penolakan dari Ibu Mimik 

tidak dihiraukan. Ketidaksiapan anak perempuan untuk menikah diabaikan 

dengan keyakinan bahwa ia akan mampu menyesuaikan diri setelah 

menikah. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik ijbar tidak hanya berupa 

paksaan langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui tekanan psikologis, 

norma tradisi, dan pengaruh keluarga besar yang menempatkan anak 

perempuan dalam posisi tidak berdaya untuk menentukan jalan hidupnya 

sendiri. 

Berikut ungkapan dari informan ke tiga yaitu ibu Yeni merupakan 

pihak yang mengalami pernikahan karena adanya praktik ijbar: 

“Waktu itu tahun 2018, sejujurnya pernikahan saya dulu bukan atas 

keinginan saya sendiri.Waktu itu saya masih kuliah, belum kepikiran 

untuk menikah dan saya juga masih berusia 21 tahun menurut saya itu 

tergolong masih muda, tapi tiba-tiba bapak saya bilang saya harus 

menerima lamaran dari sepupu saya. Saya menolaknya karena masih 

ingin fokus kuliah dan saya tidak mempunya perasaan ke dia. Tetapi 

bapak marah dan bilang kalau ekonomi keluarga kami juga sedang 

tidak baik, bapak mendesak saya untuk menerima lamarannya karena 

calon suami saya itu orang berada dan bisa bantu ekonomi keluarga. 

Saya merasa tertekan apalagi ibu dan kerabat juga ikut mendesak, 

awalnya saya merasa hampa seperti tidak punya kendali atas hidup 

saya sendiri, akhirnya saya terpaksa menerima lamaran tersebut”
91

 

  

Dari pernyataan Ibu Yeni mencerminkan pengalaman nyata dari 

Praktik ijbar yang dialaminya, di mana pernikahan terjadi bukan atas dasar 
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kehendak pribadi, melainkan karena tekanan dari orang tua dan kerabat. 

Meskipun saat itu Ibu Yeni masih ingin melanjutkan pendidikan dan tidak 

memiliki perasaan terhadap calon suaminya, Ibu Yeni dipaksa menerima 

lamaran sepupunya dengan alasan kondisi ekonomi keluarga yang sulit dan 

harapan bahwa calon suami yang lebih berada dapat membantu.  

Kemudian berikut yang disampaikan oleh informan ke empat yaitu 

Bapak Misran merupakan Orang tua dari Ibu Yeni sebagai pihak yang 

melakukan praktik ijbar: 

“Waktu itu saya sedang mengalami kesulitan ekonomi, usaha saya 

bangkrut, hutang menumpuk. Lalu datang sepupu kami, orangnya 

mapan, baik, punya usaha sendiri, dan bilang ingin melamar Yeni. 

Saya pikir ini kesempatan yang baik. Saya tahu Yeni belum siap 

untuk menikah, tapi saya pikir dia akan mengerti. Saya bilang ini 

demi keluarga, kalau dia menikah dengan orang lain belum tentu bisa 

bantu kami, tapi kalau dengan sepupunya kami bisa saling bantu 

nantinya. Dari keluarga besar pun juga mendukung untuk menerima 

lamarannya dan bialng ini jodoh yang bagus untuk Yeni. Jadi saya 

merasa ini keputusan yang terbaik saat itu, walaupun sekarang saya 

sadar mungkin saya terlalu memaksakan”
92

 

 

Proses praktik ijbar yang dilakukan oleh Bapak Misran terhadap 

anaknya, Ibu Yeni, berlangsung melalui serangkaian tekanan emosional 

dan keputusan sepihak yang berakar pada kondisi ekonomi keluarga. Pada 

saat itu, usaha Bapak Misran mengalami kebangkrutan dan hutang 

menumpuk sehingga keluarga berada dalam kesulitan finansial. Ketika 

seorang sepupu yang mapan dan memiliki usaha sendiri datang melamar 

Yeni, Bapak Misran melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki 

keadaan ekonomi keluarga. Meskipun menyadari bahwa Yeni masih 
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berusia muda, sedang kuliah, dan belum siap untuk menikah, ia tetap 

mendesak anaknya untuk menerima lamaran tersebut dengan alasan demi 

kepentingan keluarga. Penolakan Yeni yang ingin fokus pada pendidikan 

dan tidak memiliki perasaan terhadap calon suami direspons dengan 

kemarahan serta tekanan dari ayahnya, yang menekankan bahwa 

pernikahan ini dapat menjadi solusi atas kesulitan ekonomi. Tekanan 

semakin kuat karena ibu dan kerabat turut mendesak, sehingga membuat 

Yeni merasa hampa dan tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. 

Dalam situasi ini, keputusan menikahkan anak lebih didasarkan pada 

pertimbangan ekonomi dan dukungan keluarga besar, sementara hak dan 

kehendak pribadi anak diabaikan. Praktik ijbar ini memperlihatkan 

bagaimana faktor ekonomi dan solidaritas keluarga besar dijadikan alasan 

untuk memaksakan pernikahan, meskipun mengorbankan kebebasan anak 

perempuan dalam menentukan masa depannya. 

Berikut ungkapan dari informan ke lima yaitu Ibu Ninis merupakan 

pihak yang mengalami pernikahan karena adanya praktik ijbar: 

“Waktu itu saya berusia 23 tahun, saya menikah tahun 2019 

sebenarnya pernikahan saya bukan karena keinginan saya sendiri. 

Karena saya masih ingin bekerja dan saya belum berpikir untuk 

menikah. Saya masih menikmati masa muda saya dan saya juga sudah 

punya pacar saat itu. Tapi tiba-tiba ayah saya bilang akan menikahkan 

saya dengan sepupu saya, jelas saya menolaknya. Meskipun saya 

sudah menolak dan bilang kalau saya sudah punya pacar dan sudah 

memilih pasangan saya sendiri tapi ayah tetap mendesak saya untuk 

menerima lamaran sepupu saya itu. Ayah saya bilang ini kesempatan 

baik karena dia orangnya baik, bertanggung jawab, keluarganya juga 

berada, dan sudah punya bisnis sendiri, intinya dia sudah mapan 

secara finansial. Ayah juga bilang karena kami masih ada ikatan 

saudara, jadi lebih aman ayah tidak akan khawatir dan merasa aman. 

Dan ibu serta kerabat lainnya juga menyuruh saya untuk menerima 
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lamaran tersebut karena mereka menyukai sepupu saya karena 

dipandang baik. Akhirnya saya menyerah dan menerima lamaran 

itu”
93

 

 

Pernyataan Ibu Ninis menggambarkan terjadinya praktik ijbar, yaitu 

pemaksaan dalam pernikahan oleh wali, meskipun ia telah berusia dewasa, 

yakni 23 tahun. Meskipun dia secara tegas menolak pernikahan tersebut 

karena keinginan dan pilihan sendiri, tekanan dari ayah, ibu dan kerabat yang 

menilai calon suami sebagai sosok yang ideal secara finansial dan 

kekerabatan membuatnya akhirnya menyerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

hak Ibu Ninis sebagai perempuan dewasa dalam menentuka pasangan 

hidupnya diabaikan, dan keputusan pernikahan lebih didasarkan pada 

pertimbangan keluarga, bukan kehendak sendiri. 

Kemudian berikut yang disampaikan oleh informan ke enam yaitu 

bapak Soleh merupakan orang tua dari Ibu Ninis sebagai pihak yang 

melakukan praktik ijbar: 

“Saya rasa saat itu anak saya sudah cukup umur untuk menikah. 

Apalagi di desa umur 23 sudah dipandang usia yang sudah waktunya 

utuk menikah. Meskipun Ninis sudah punya pacar tapi saya lihat 

pacarnya itu masih belum bisa serius ke Ninis. Dan saya perhatikan 

dari segi ekonomi dia tidak setara dengan keluarga kami. Kemudian 

datanglah sepupu kami yang datang untuk melamar Ninis, dan saya 

sudah mengenal Ulin ini sudah lama saya percaya dia orangnya baik, 

pekerja keras, dari ekonomi pun setara dengan keluarga kami, apalagi 

dia masih ada ikatan keluarga dengan kami, saya yakin dia bisa 

membahagiakan Ninis. Meskipun Ninis sempat menolak tapi saya dan 

keluarga besar mendesaknya untuk menerimanya, saya bilang ke 

Ninis, “Kamu sudah kenal dia, dia juga sayang sama kamu dan dia 

dari keluarga kita sendiri”. Saya percaya ini pilihan yang aman dan 

baik.”
94
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Proses praktik ijbar yang dilakukan oleh Bapak Soleh terhadap 

anaknya yakni Ibu Ninis, berlangsung melalui dominasi keputusan orang 

tua yang mengabaikan kehendak pribadi anak meskipun ia telah berusia 

dewasa. Pada saat itu, Bapak Soleh menilai bahwa usia 23 tahun sudah 

cukup matang untuk menikah, terlebih dalam pandangan masyarakat desa 

yang menganggap usia tersebut sebagai waktu yang tepat untuk berumah 

tangga. Meskipun Ninis telah memiliki pacar dan secara tegas menolak 

pernikahan dengan sepupunya, Bapak Soleh menilai pacar Ninis belum 

serius dan tidak setara secara ekonomi dengan keluarga mereka. Ketika 

sepupu bernama Ulin datang melamar, Bapak Soleh langsung melihatnya 

sebagai calon yang ideal karena dianggap baik, pekerja keras, mapan secara 

finansial, serta memiliki ikatan kekerabatan yang dianggap lebih aman dan 

dapat menjaga kehormatan keluarga. Penolakan Ninis tidak diindahkan, 

bahkan ia didesak oleh ayah, ibu, dan kerabat besar untuk menerima 

lamaran tersebut dengan alasan bahwa calon suami berasal dari keluarga 

sendiri dan sudah dikenal baik. Tekanan emosional dan sosial ini membuat 

Ninis kehilangan kendali atas pilihannya sendiri, hingga akhirnya 

menyerah dan menerima pernikahan yang bukan atas dasar keinginannya. 

Praktik ijbar ini memperlihatkan bagaimana pertimbangan ekonomi, status 

sosial, dan kekerabatan dijadikan alasan utama oleh orang tua untuk 

memaksakan pernikahan, sementara hak anak perempuan dalam 

menentukan pasangan hidupnya diabaikan sepenuhnya. 

Berikut juga disampaikan oleh informan ke tujuh yaitu Ibu Khusnul 
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merupakan pihak yang mengalami pernikahan karena adanya praktik ijbar: 

“Waktu itu saya berusia 21 tahun, saya menikah tahun 2016, 

kebetulan saya tidak melanjutkan Pendidikan dan memutuskan untuk 

bekerja. Kemudian bapak saya tiba-tiba bilang ada yang melamar 

saya, ternyata itu masih termasuk kerabat dengan keluarga kami. Saya 

tidak kenal sama sekali dengan dia meskipun masih saudara. Saya 

bilang ke bapak gak usah di terima lamarannya, tapi ternyata bapak 

dan keluarga kami sudah menerima lamaran itu tanpa sepengetahuan 

saya. Saya kaget tiba-tiba dikeluarga udah membicarakan tanggal 

pernikahan. Saya waktu itu sampai menangis menolak keputusan 

keluarga saya, tapi bapak malah marah-marah, bapak bilang “kamu 

harus bersyukur, dilamar orang yang baik, dari keluarga yang baik 

apalagi masih keluarga dengan kita”. Setelah di desak sama bapak dan 

keluarga, akhirnya saya terpaksa menikah.”
95

 

 

Kemudian berikut yang disampaikan oleh informan ke delapan yaitu 

Bapak Tinawas merupakan orang tua dari Ibu Khusnul, sebagai pihak yang 

melakukan paktik ijbar: 

“Saya memang menerima lamarannya tanpa diskusi dengan khusnul, 

karena saya rasa orang tua yang lebih tau mana yang baik untuk 

anaknya. Ada yang melamar anak saya dari keluarga yang baik 

apalagi masih ada ikatan keluarga dengan saya ya langsung saya 

terima. Saya juga segan untuk nolak lamaran dari saudara sendiri. 

Dari keluarga besar juga setuju dengan keputusan saya jadi saya 

makin yakin kalo pilihan saya tidak salah. Memang khusnul sempat 

menolak, tapi saya bilang, “ini sudah jodoh kamu, jadi harus kamu 

terima”. Akhirnya dia menerimanya.”
96

 

 

Proses praktik ijbar yang dilakukan oleh Bapak Tinawas terhadap 

anaknya, Ibu Khusnul, berlangsung melalui pengambilan keputusan 

sepihak yang mengabaikan hak anak untuk menentukan pasangan hidupnya 

sendiri. Ketika seorang kerabat melamar Khusnul, Bapak Tinawas 

langsung menerima lamaran tersebut tanpa berdiskusi terlebih dahulu 

dengan anaknya, dengan keyakinan bahwa sebagai orang tua ia lebih 
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mengetahui mana yang terbaik bagi anak. Pertimbangan utama yang 

digunakan adalah faktor kekerabatan dan reputasi keluarga calon suami 

yang dianggap baik, sehingga penolakan dianggap tidak pantas, apalagi 

terhadap saudara sendiri. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh dukungan 

keluarga besar yang menilai lamaran tersebut sebagai pilihan tepat. Ketika 

Khusnul menolak dan bahkan menangis karena tidak setuju, Bapak 

Tinawas merespons dengan kemarahan dan tekanan emosional, 

menyatakan bahwa anaknya harus bersyukur karena dilamar oleh laki-laki 

yang baik dan berasal dari keluarga sendiri. Tekanan berulang dari ayah 

dan keluarga besar membuat Khusnul kehilangan kendali atas 

keputusannya, hingga akhirnya terpaksa menerima pernikahan tersebut. 

Praktik ini menunjukkan bahwa ijbar tidak hanya terjadi melalui paksaan 

fisik, tetapi juga melalui dominasi orang tua, tekanan psikologis, serta 

norma kekerabatan yang menempatkan anak perempuan dalam posisi tidak 

berdaya terhadap keputusan pernikahan.  

Berikut yang disampaikan oleh tokoh agama Desa Wotgalih yakni 

sebagai informan ke tujuh, beliau adalah Ustad Mahmudi: 

“Saya sering menyaksikan bagaimana orang tua di desa ini masih 

memegang kendali penuh atas keputusan pernikahan anak-anak 

mereka, bahkan ketika anaknya sudah dewasa. Mereka beranggapan 

bahwa karena anak perempuan adalah tanggung jawab wali, maka 

wali berhak menentukan siapa yang pantas menjadi suaminya. 

Padahal dalam islam, perempuan yang sudah baligh dan berakal 

memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran. Saya 

memahami niat baik orang tua ingin memberikan yang terbaik bagi 

anaknya, tetapi jika keputusan itu diambil tanpa kerelaan anak, 

apalagi dengan paksaan, maka itu sudah termasuk ijbar, dah hal ini 

tidak dibenarkan dalam syariat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, 

ijbar memang diakui, tapi harus mempertimbangkan kemaslahatan 
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anak. Kalau anak sudah dewasa dan menolak sebaiknya tidak 

dipaksakan. Kita harus mulai mengedukasi masyarakat bahwa restu 

orang tua penting, tetapi persetujuan anak adalah syarat sahnya 

pernikahan.”
97

 

 

Pernyataan tesebut mencerminkan posisi tokoh agama yang 

memahami konteks sosial budaya setempat, namun tetap menegaskan 

pentingnya hak perempuan dalam pernikahan menurut ajaran islam. Ustad 

Mahmudi menyoroti praktik ijbar yang masih banyak terjadi di Desa 

Wotgalih, di mana orang tua memaksa anak-anak mereka menikah tanpa 

mempertimbangkan keinginan dan persetujuan mereka. Beliau menekankan 

bahwa dalam islam perempuan yang sudah baligh dan berakal memiliki hak 

untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan.  

Berikut yang disampaikan oleh informan ke delapan, bapak penghulu 

KUA Yosowilangun yaitu Bapak Riza Hana Nurrohim S.H.: 

“Selama saya bekerja menjadi penghulu di KUA Yosowilangun ini, 

saya menemui beberapa kasus di mana orang tua masih memaksakan 

kehendaknya dalam pernikahan anak, meskipun anak tersebut sudah 

dewasa secara usia dan hukum. Di desa ini, usia 21 tahun dianggap 

sudah cukup untuk menikah, namun sayangnya keputusan sering kali 

tidak berasal dari anak itu sendiri. Banyak orang tua yang 

beranggapan bahwa mereka lebih tahu mana calon yang terbaik untuk 

anaknya, terutama jika calon tersebut berasal dari keluarga dekat dan 

dianggap mapan secara ekonomi. Padahal, dalam hukum islam, 

perempuan yang sudah baligh dan berakal memiliki hak penuh untuk 

menyetujui atau menolak pernikahan. Jika pernikahan dilakukan 

tanpa kerelaan dari pihak perempuan, maka itu termasuk dalam 

praktik ijbar, dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan 

dalam pernikahan. Kami terus berupaya memberikan pemahaman 

kepada masyarakat bahwa persetujuan anak adalah syarat utama yang 

tidak bisa diabaikan. Karena sudah dijelaskan dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan 

persetujuan calon mempelai.”
98
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Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., merupakan penghulu di KUA 

Yosowilangun, mengemukakan bahwa dalam pengamatannya, masih terdapat 

kasus pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua kepada anak yang sudah 

dewasa secara hukum dan sosial, yaitu berusia 21 tahun. Hal ini disebabkan 

oleh anggapan orang tua yang merasa lebih mengetahui apa yang terbaik bagi 

anaknya, terutama jika calon pasangan dari keluarga dekat dan memiliki 

status ekonomi yang mapan.  

2. Faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya yang 

sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih Kecamatan 

Yosowilangun Kabupaten Lumajang. 

 Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki Hasrat serta 

minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus 

yang akan melanjutkan garis keturunannya.
99

 Pada dasarnya manusia 

diciptakan oleh Allah SWT hidup secara berpasang-pasangan dari jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan yang di ikat oleh sebuah pernikahan.
100

 

Pernikahan merupakan salah satu momentum penting dalam 

kehidupan seseorang yang memiliki makna sosial dan budaya yang 

mendalam.
101

 Terdapat banyak daerah di Indonesia, termasuk Desa Wotgalih, 

tradisi dan norma sosial masih sangat mempengaruhi keputusan keluarga 

terkait anak-anaknya. Khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan, orang 
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tua sering kali berperan dominan dalam menentukan waktu dan pasangan 

menikah bagi anak-anaknya bahkan yang sudah berusia 21 tahun. Menurut 

hukum islam, anak yang berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa dan 

mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.
102

 Pada usia 21 

tahun, yang secara hukum dan biologis sebenarnya telah melewati usia 

minimal perkawinan yang diperbolehkan, anak-anak tetap mengalami tekanan 

kuat dari orang tua untuk segera menikah. 

Tekanan tersebut biasanya didasarkan pada berbagai faktor yakni 

ekonomi, sosial, dan budaya. Pertama, orang tua di Desa Wotgalih 

memandang pernikahan sebagai upaya mempertahankan kelangsungan 

keturunan dan menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, dalam budaya 

setempat, menikah diusia muda dianggap menjadi tanggung jawab dan 

kedewasaan yang harus segera diwujudkan sehingga anak dapat mandiri dan 

membantu meringankan beban keluarga. Faktor ekonomi juga menjadi latar 

belakang yang signifikan, dimana pernikahan dipandang sebagai cara untuk 

membentuk keluarga baru yang dapat saling mendukung secara finansial. 

Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan norma adat turut 

memperkuat alasan orang tua memaksa anak menikah di usia tersebut. 

Kekhawatiran terhadap stigma sosial atau pandangan negatif dari masyarakat 

sekitar membuat orang tua merasa terbebani untuk mempercepat waktu 

pernikahan anaknya. Desa Wotgalih terletak di Kecamatan Yosowilngun 

Kabupaten Lumajang, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih 

                                                      
102

 Ihwan, Muhammad. "Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Kekuasaan Orang Tua 

Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun." Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 7.2 (2023): 

139-147. 



77 

 

 

 

mempertahankan tradisi-tradisi lokal. Salah satu fenomena sosial yang 

menarik di des aini adalah praktik pernikahan yang terjadi akibat ijbar, yang 

dialami oleh anak yang sudah berusia 21 tahun, di mana usia tersebut sudah 

dianggap dewasa dalam hukum dan sudah dapat menentukan pasangan 

hidupnya sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa pasangan yang 

dinikahkan karena adanya praktik ijbar yang dilakukan oleh orang tuanya 

dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi yakni menjaga hubungan 

kekerabatan, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya yang telah mengakar 

dalam masyarakat. Sering kali perempuan yang menjadi pihak yang 

dinikahkan menunjukkan penolakan terhadap pernikahan tersebut, namun 

karena adanya tekanan dan paksaan dari keluarga maupun kerabat, mereka 

akhirnya menerima pernikahan itu meskipun bertentangan dengan kehendak 

pribadi. 

 Berikut yang disampaikan dari informan pertama yaitu Ibu Mimik 

sebagaimana berikut: 

“Alasan saya waktu dulu mau menikah dengan suami karena saya 

dipaksa sama bapak, bapak bilang calon suami saya itu baik dan bisa 

jadi suami yang baik untuk saya. Keluarga bedar juga ikut nyuruh 

saya buat nerima lamaran itu, alasannya biar hubungan kekerabatan 

tetap terjaga. Saya waktu itu sempat menolak karena meskipun masih 

saudara saya masih belum kenal dan gak mau buru-buru menikah, tapi 

karena dipaksa dari orang tua dan keluarga besar, akhirnya saya nurut 

aja.”
103

 

 

Dapat disimpulkan dari pernyataan Ibu mimik, praktik pernikahan 

yang dilakukan oleh keluarganya merupakan bentuk tekanan dari orang tua 
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dan keluarga besar yang mengutamakan kepentingan menjaga hubungan 

kekerabatan. Meskipun awalnya sempat menolak karena belum mengenal 

calon suami dan belum siap menikah, akhirnya mengalah karena desakan dari 

pihak keluarga. Hal ini menggambarkan bahwa dalam konteks tersebut 

keputusan menikah tidak sepenuhnya didasarkan pada kehendak sendiri, 

melainkan adanya unsur pemaksaan demi menjaga tradisi dan ikatan sosial 

keluarga. 

Berikut yang disampaikan oleh informan ke dua yaitu Ibu Sulama 

merupakan orang tua dari Ibu Mimik: 

“Waktu itu memang suami saya menikahkan anak saya dengan Herry  

itu karna untuk menjaga kekerabatan. Kata suami saya dulu biar dia 

gak kepikiran kalo mimik nikah sama orang yang masih saudara. 

Meskipun Mimik menolak waktu itu tapi menurut saya dan suami 

saya waktu itu usianya Mimik sudah cukup untuk nikah, teman-

temannya yang lain juga pada nikah. Jadi ya sudah dinikahkan saja, 

juga disini udah biasa kok orang tua yang milihin jodoh buat anaknya, 

saya juga udah kenal dengan keluarga Herry dia dari keluarga yang 

baik.”
104

 

 

Kemudian ketika peneliti bertanya mengenai larangan untuk 

memaksa anak untuk menikah dalam islam jika usia anaknya sudah usia 21 

tahun, Ibu Sulama menjawab: 

“Ya saya gak tau, orang disini udah biasa buat nerima lamaran laki-laki 

yang orang tua suka. Pokoknya orang tua udah suka ya sudah 

langsung diterima, toh nanti anak juga nerima sendiri. Ini juga buat 

kebaikan dia”
105

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan menikahkan 

anaknya dengan calon suami lebih banyak didasari oleh pertimbangan untuk 

menjaga hubungan kekerabatan antar keluarga. Meskipun ada penolakan dari 
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anaknya, keluarga menilai bahwa usia anak tersebut sudah cukup dan hal 

tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat bahwa orang tua 

berhak memilihkan pasangan untuk anaknya. Selain itu, keyakinan bahwa 

calon suami berasal dari keluarga yang baik dan dikenal membuat keputusan 

tersebut dianggap tepat oleh keluarga.  Serta kurangnya pengetahuan tentang 

pernikahan dalam hukum islam sehingga keluarga hanya berpatokan pada 

tradisi yang ada. 

Berikut yang disampaikan oleh informan ke tiga yaitu Ibu Yeni 

sebagaimana berikut: 

“Saya jadi nikah sama suami saya itu karna kemauan orang tua saya, 

waktu itu ekonomi keluarga juga lagi tidak baik. Jadi bapak maksa 

saya buat menikah sama orang yang gak saya cintai, saya juga mau 

fokus kuliah dulu. Tapi bapak tetap maksa saya buat menikah dengan 

sepupu saya itu dengan alasan dia orang berada dan bisa bantu 

ekonomi keluarga nantinya. Saya nolak waktu itu, saya gak mau 

dinikahkan saya punya hak untuk milih pasangan saya sendiri. Tapi 

bapak marah saya disuruh tetap menikah sama dia, saya juga didesak 

sama ibu dan kerabat saya buat menikah sama calon pilihan bapak. 

Akhirnya saya terpaksa nurut sama keputusan bapak.”
106

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang dijalani 

terjadi karena tekanan orang tua yang mengutamakan pertimbangan ekonomi 

keluarga. Meskipun menolak karena ingin fokus kuliah dan tidak mencintai 

calon suami, Ibu Yeni akhirnya terpaksa menerima karena desakan keluarga.  

 Berikut yang sampaikan oleh informan ke empat bernama Bapak 

Misran yaitu orang tua dari Ibu Yeni: 

“Saya menikahkan anak saya bukan karena tidak peduli sama masa 

depannya setelah menikah nanti. Tapi waktu itu keadaan ekonomi 

kami itu sedang merosot, saya bangkrut dan hutang menumpuk. 
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Belum juga saya harus membiayai kuliah Yeni. Saya pusing waktu 

itu. Kemudian sepupu saya datang untuk melamar yeni, saya pikir ini 

kesempatan yang baik. Kebetulan sepupu saya ini dari keluarga yang 

berada, mapan, dan sudah punya bisnis sendiri. Jadi nanti harapannya 

kalau menikah dengan yeni bisa membantu perekonomian keluarga 

kami. Meskipun Yeni menolak tapi saya memaksa dia untuk 

menerima keadaan lagipula calon suaminya juga orang yang baik.”
107

 

 

Kemudian ketika peneliti bertanya mengenai larangan untuk 

memaksa anak untuk menikah dalam islam jika usia anaknya sudah usia 21 

tahun, Bapak Misran menjawab: 

“Yang saya tau kalau calon laki-laki untuk anak saya itu udah mapan, 

baik dan bertanggung jawab ya boleh saja. Lagian disini perjodohan 

itu udah biasa kok.”
108

 

 

Bapak Misran menyatakan bahwa pernikahan anaknya dilakukan 

bukan karena ketidakpedulian terhadap masa depan, melainkan karena 

tekanan ekonomi keluarga yang sedang sulit. Meskipun Ibu Yeni menolak, 

Bapak Misran memaksa karena alasan ekonomi dan keyakinan bahwa calon 

suami adalah orang baik. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kondisi 

ekonomi menjadi faktor dominan dalam keputusan pernikahan paksa yang 

dilakukan demi stabilitas finansial keluarga. Dan Bapak Misran juga masih 

mengedepankan tradisi perjodohan tanpa mempertimbangkan menurut 

hukum islam, karena kurangnya permahaman terhadap hal tersebut. 

Berikut yang disampaikan oleh informan ke lima yaitu Ibu Ninis: 

“Faktor yang melatarbelakangi pernikahan saya karena untuk suami 

saya masih ada ikatan saudara dengan keluarga kami. Ayah saya 

bilang akan lebih tenang kalau saya menikah dengan yang masih 

saudara. Dan menurut orang tua saya dia laki-laki yang baik, 

bertanggung jawab, sudah mapan secara finansial. Tapi saya waktu itu 

menolaknya karena saya juga sudah punya pacar dan saya ingin 
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bekerja dulu gak ada kepikiran untuk menikah, apalagi dengan sepupu 

saya sendiri, yang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Saya juga 

merasa punya hak untuk menolak karena saya juga sudah dewasa, 

saya tidak mau diatur oleh keluarga apalagi soal pasangan. Tapi ayah 

saya tidak menghiraukan pendapat saya, jadi terpaksa saya menikah 

dengan sepupu saya.”
109

 

 

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan 

dilatarbelakangi oleh keinginan keluarga untuk menjaga ikatan kekrabatan 

dengan menikahkan anaknya kepada seorang sepupu yang sudah dikenal dan 

dianggap baik secara finansial. Meskipun Ibu Ninis menolak karena sudah 

memiliki pacar dan ingin fokus bekerja, desakan orang tua membawanya 

pada pernikahan yang dipaksakan.  

Berikut yang disampaikan oleh informan ke enam yaitu Bapak Soleh 

merupakan orang tua dari Ibu Ninis: 

“Saya memaksa anak saya untuk menikah karena usianya sudah 

matang. Memang dia sudah punya pacar tapi saya kurang 

menyukainya. Jadi saya carikan sendiri calon suami untuk anak saya 

yang lebih baik, dan juga masih ada ikatan keluarga dengan kami. 

Lagipula anak saya sudah kenal baik dengan sepupunya itu, jadi 

kenapa tidak kami nikahkan mereka. Memang anak saya sempat 

menolak tapi setelah di desak sama saya dan keluarga besar akhirnya 

dia menerimanya.” 

 

Kemudian ketika peneliti bertanya mengenai larangan untuk 

memaksa anak untuk menikah dalam islam jika usia anaknya sudah usia 21 

tahun, Bapak Soleh menjawab: 

“Duh saya gak tau kalau yang gitu-gitu, kalo menurut saya orang yang 

melamar anak saya itu baik ya sudah saya terima saja. Pokoknya 

kalau anak nurut sama pilihan orang tua ya pasti bahagia”
110

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan anaknya didasari 
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oleh pertimbangan usia yang dianggap sudah matang dan ketidaksukaannya 

terhadap pasanagn yang dipilih sendiri oleh anaknya. Beliau memilihkan 

calon suami yang memiliki ikatan keluarga dan sudah dikenal baik oleh 

anaknya. Meskipun terjadi penolakan, deskan dari keluarga besar, akhirnya 

anaknya menerima keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadinya praktik ijbar karena dominasi peran orang tua dan nilai 

kekeluargaan dalam pengambilan keputusan pernikahan. Serta minimnya 

pemahaman mengenai hukum islam dalam pernikahan. 

Berikut yang disampaikan oleh informan ke tujuh yaitu Ibu Khusnul: 

“Pernikahan saya terjadi bukan karena keinginan saya sendiri, tapi 

bapak yang menerima lamaran dia, padahal saya bilang tidak mau, 

tapi bapak tetap menerimanya. Alasan bapak menerima lamarannya 

karena masih saudara makanya segan untuk menolaknya. Dan bapak 

juga bilang dia adalah jodoh yang baik untuk saya, bapak lebih tau 

mana yang lebih baik untuk masa depan saya. Keluarga pun gak ada 

yang mendukung pendapat saya semuanya nyuruh saya buat nerima 

lamaran itu, akhirnya mau tidak mau saya menerimanya.”
111

 

 

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dialami oleh Ibu Khusnul 

merupakan hasil keputusan orang tuda dan keluarga yang mengutamakan 

ikatan kekeluargaan dan nilai budaya. Meskipun ada penolakan, pendapatnya 

tidak didukung oleh keluarga sehingga akhirnya terpaksa menerima 

pernikahan tersebut.  

Kemudian dari informan ke delapan yaitu Bapak Tinawas merupakan 

orang tua dari Ibu Khusnul menyampaikan: 

“Memang khusnul bilang ke saya tidak mau menerima lamaran itu, 

tapi saya tetap menerimanya karena saya rasa ini adalah jodoh yang 

terbaik untuk anak saya. Karena dia juga ada hubungan kekerabatan 
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dengan keluarga kami, jadi saya tidak enak untuk menolaknya.”
112

 

 

Kemudian ketika peneliti bertanya mengenai larangan untuk 

memaksa anak untuk menikah dalam islam jika usia anaknya sudah usia 21 

tahun, Bapak Tinawas menjawab: 

“Yang saya tau orang tua punya tanggung jawab untuk mencarikan 

jodoh yang baik untuk anak. Nah mumpung jodoh yang baiknya udah 

dateng, kenapa harus ditolak.”
113

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa praktik ijbar yang dilakukan 

terhadap anaknya terjadi karena adanya keyakinan pribadi sebagai orang tua 

bahwa calon suami yang melamar merupakan jodoh terbaik bagi anaknya. 

Meskipun anaknya secara langsung menyatakan penolakan. Bapak Tinawas 

tetap menerima lamaran tersebut tanpa mempertimbangkan kehendak anak.  

 

Berikut yang disampaikan oleh tokoh agama di Desa Wotgalih yaitu 

Ustad Mahmudi terkait faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi 

terjadinya praktik ijbar di Desa Wotgalih: 

“Biasanya orang tua itu merasa lebih tahu mana yang terbaik untuk 

anaknya, apalagi kalau yang melamar itu masih keluarga sendiri. Jadi, 

mereka merasa enggak perlu tanya dulu ke anak.”
114

 

 

Selain itu Ustad Mahmudi juga menyebutkan bahwa faktor budaya, 

adat istiadat, dan ekonomi sangat memengaruhi, beliau menyampaikan: 

“Di sini masih banyak yang berpegang pada tradisi lama, di mana 

keputusan orang tua dianggap mutlak. Kalau ada yang melamar dari 

keluarga dekat, apalagi dianggap baik, ya langsung diterima aja.”
115

 

 

“Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh besar. Kadang orang tua 

                                                      
112

 Wawancara Bapak Tinawas, Lumajang 30 Juli 2025 
113

 Wawancara dengan Bapak Tinawas, Lumajang, 30 Juli 2025 
114

 Wawancara dengan Ustad Mahmudi, Lumajang 29 Juli 2025 
115

 Wawancara dengan Ustad Mahmudi, Lumajang 29 Juli 2025 



84 

 

 

 

merasa kalau anaknya dinikahkan dengan laki-laki yang punya 

pekerjaan tetap atau dianggap mapan, itu bisa bantu kehidupan anak 

kedepannya. Jadi lamaran akan langsung diterima.”
116

 

 

Beliau juga menambahkan bahwa tekanan dari keluarga besar sering 

kali membuat anak tidak punya ruang untuk menolak, beliau menambahkan: 

“Anak perempuannya kadang tidak setuju, tapi karena didesak terus 

oleh orang tua dan keluarga besar, akhirnya nurut juga. Padahal dalam 

islam sendiri, restu dan kerelaan dari anak itu sangat penting. Tapi ya 

itu tadi, tradisi dan tekanan sosial di desa ini masih kuat.”
117

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut tokoh agama di 

Desa Wotgalih, beliau menjelaskan bahwa praktik ijbar dipengaruhi oleh 

anggapan orang tua yang merasa lebih mengetahui mana yang terbaik untuk 

anaknya, terutama jika orang yang melamar berasal dari keluarga sendiri.  

Berikut yang disampaikan oleh Bapak Riza Hana Nurrohim S.H., 

merupakan Penghulu dari KUA Kecamatan Yosowilangun, beliau 

menyampaikan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik ijbar di 

Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang: 

“Dari pengalaman saya, faktor utama adalah kondisi sosial ekonomi 

masyarakat Desa Wotgalih yang masih sangat sederhana. Banyak 

keluarga mengandalkan usaha tani, sehingga ketika ada pernikahan, 

keluarga sering kali memilih calon dengan pertimbangan keamanan 

dan kestabilan ekonomi. Faktor budaya juga berpengaruh, budaya 

kekeluargaan yang kuat membuat keputusan pernikahan sering kali 

diambil oleh orang tua dan keuarga besar. Mereka merasa 

bertanggung jawab memilihkan yang terbaik, terutama jika calon 

tersebut berasal dari keluarga dekat yang sudah dikenal dan stabil 

secara ekonomi.”
118

 

 

Beliau kemudian menambahkan bahwa kurangnya pemahaman terkait 

hukum perkawinan di masyarakat Desa Wotgalih: 
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“Sayangnya masih ada keterbatasan pemahaman, khususnya 

dikalangan masyarakat yang minim akses pendidikan dan informasi 

hukum perkawinan. Banyak yang belum sepenuhnya mengerti bahwa 

perempuan yang sudah dewasa berhak menentukan pilihannya 

sendiri, sehingga praktik ijbar ini masih terjadi di Desa Wotgalih.”
119

 

 

Bapak Riza Hana Nurrohim S.H. menyatakan faktor yang 

melatarbelakangi praktik ijbar di Desa Wotgalih meliputi kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang masih sederhana, sehingga keluarga lebih memilih 

calon pasangan berdasarkan kestabilan ekonomi. Selain itu, budaya 

kekeluargaan yang kuat menyebabkan keputusan pernikahan lebih banyak 

diambil oleh orang tua dan keluarga besar, terutama jika calon pasangan 

berasal dari keluarga dekat yang sudah mapan secara ekonomi. Kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan, khususnya hak 

perempuan untuk menentuka pilihan sendiri, juga menjadi penyebab praktik 

ijbar masih terjadi di Desa Wotgalih. Faktor-faktor tersebut saling 

berinteraksi dan memperkuat terjadinya praktik ijbar dalam pernikahan di 

Desa Wotgalih. 

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik ijbar orang tua dalam 

memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang 

 Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum keluarga bagi 

umat islam di Indonesia memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan 

kewenangan wali dalam pernikahan, termasuk hak ijbar yang dimiliki oleh 

wali.
120

 Dalam pasal 16 KHI ditegaskan bahwa wali nikah harus 
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memperoleh persetujuan dari calon mempelai perempuan yang telah 

dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa hak ijbar tidak bersifat mutlak, 

melainkan dibatasi oleh prinsip kerelaan dan kemaslahatan calon 

mempelai.
121

 Dengan demikian, praktik pemaksaan pernikahan oleh wali 

terhadap anak yang telah dewasa secara hukum dan usia, tidak sejalan 

dengan perlindungan hak individu dalam KHI. 

 Fenomena yang terjadi di Desa Wotgalih, Kecamatan 

Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, di mana orang tua memaksa anaknya 

yang berusia 21 tahun untuk menikah, menjadi contoh konkret dari 

penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Meskipun secara 

tradisional ijbar dipahami sebagai hak wali untuk menikahkan anaknya, 

namun dalam konteks hukum islam yaitu oleh KHI, hak tersebut tidak 

dapat diberlakukan terhadap anak yang baligh dan memiliki kemampuan 

untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.
122

 Pemaksaan semacam ini 

berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan asas Ridha dalam 

pernikahan yang merupakan syarat sah secara syar’i. 

Kemudian juga dijaleskan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa seseorang yang telah berusia 21 

tahun dianggap dewasa dan cakap hukum, sehingga memiliki hak penuh 

untuk menentukan pilihan hidupnya termasuk dalam pernikahan. Ketentuan 
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ini menunjukkan bahwa praktik ijbar yang dilakukan orang tua terhadap 

anak berusia 21 tahun di Desa Wotgalih tidak sesuai dengan hukum Islam 

maupun KHI, karena pada usia tersebut hak perwalian orang tua tidak lagi 

berlaku. Pemaksaan pernikahan tanpa persetujuan anak dewasa jelas 

bertentangan dengan prinsip ridha calon mempelai sebagai syarat sah 

pernikahan, sehingga praktik ijbar yang masih terjadi di Desa Wotgalih 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak individu dan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

 Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali praktik ijbar 

dalam konteks masyarakat modern, khususnya dalam kasus-kasus seperti 

yang terjadi di Desa Wotgalih. Perspektif KHI menempatkan persetujuan 

calon mempelai sebagai unsur esensial dalam akad nikah, sehingga segala 

bentuk pemaksaan, meskipun dilakukan oleh wali, harus dinilai secara 

kritis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan pernikahan menjamin 

hak-hak individu, serta mencegah terjadinya ketimpangan relasi dalam 

rumah tangga yang dibangun tanpa dasar kerelaan kedua belah pihak. 

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustad Mahmudi: 

“Menurut hukum islam, pernikahan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua belah pihak. Jadi, jika anak sudah berusia 21 

tahun, yang mana secara hukum sudah dianggap dewasa, maka 

persetujuan dari anak tersebut mutlak dibutuhkan. Praktik ijbar 

yang dilakukan dengan memaksa anak untuk menikah jelas 

bertentangan dengan hukum ini. Namun, kenyataannya di 

masyarakat kita yakni di Desa Wotgalih, masih banyak tekanan 

orang tua dan keluarga besar yang menganggap mereka lebih 

mengetahui mana yang terbaik. Dalam islam, wali memang berhak 

memilihkan jodoh, tapi pilihan itu harus disertai kerelaan dan 

persetujuan calon pengantin perempuan. Jadi, tanpa adanya 

persetujuan, praktik ijbar tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi 
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Hukum Islam dan prinsip keadilan dalam pernikahan.”
123

 

 

Kemudian Bapak Riza Hana Nurrohim S.H juga menyampaikan: 

"Menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang calon mempelai 

wanita yang telah dewasa dan mandiri, seperti usia 21 tahun, 

memiliki hak penuh untuk menyetujui atau menolak pernikahan. 

Ijbar atau pemaksaan menikah tanpa persetujuan calon istri yang 

sudah dewasa tidak sesuai dengan prinsip syariat dan ketentuan 

hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 

ditegaskan bahwa persetujuan kedua belah pihak sangat mutlak. Di 

KUA, kami selalu memastikan bahwa kedua calon mempelai hadir 

dan menyatakan kesediaan secara langsung. Kalau ada indikasi 

paksaan, kami akan tunda dulu prosesnya dan lakukan klarifikasi. 

Karena kalau pernikahan dilakukan tanpa kerelaan, itu bisa 

berdampak buruk secara hukum dan psikologis Meskipun wali 

berhak memilihkan calon suami, namun tanpa kerelaan dan 

persetujuan dari calon mempelai perempuan, maka pernikahan 

tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, praktik ijbar yang 

terjadi di Desa Wotgalih sebenarnya bertentangan dengan 

Kompilasi Hukum Islam."
124

 

  

Kemudian beliau menambahkan: 

"Untuk kendala dalam mengimplementasikan KHI ini 

dimasyarakat utamanya adalah kuatnya tradisi dan budaya 

kekeluargaan yang masih memposisikan orang tua sebagai pihak 

yang paling berwenang dalam menentukan pasangan anak. Selain 

itu, minimnya pemahaman hukum perkawinan dan tekanan sosial 

dari keluarga besar menyebabkan hak dan persetujuan calon 

pengantin perempuan sering terabaikan."
125

 

 

Berdasarkan kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

praktik ijbar yang terjadi di Desa Wotgalih, dapat disimpulkan bahwa KHI 

secara jelas membatasi hak wali dalam hal ijbar, terutama terhadap anak 

perempuan yang sudah dewasa. Dalam Pasal 16 ayat 1 KHI ditegaskan 

bahwa wali nikah harus memperoleh persetujuan dari calon mempelai 

perempuan yang sudah baligh. Hal ini menandakan bahwa hak ijbar 
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bukanlah hak mutlak bagi wali, melainkan harus didasari oleh prinsip 

kerelaan dan maslahat calon mempelai. Oleh karena itu, praktik 

pemaksaan pernikahan terhadap anak yang berusia 21 tahun tanpa 

persetujuannya, seperti yang terjadi di Desa Wotgalih, bertentangan 

dengan ketentuan hukum dalam KHI. 

Pada Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyatakan 

bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan tanpa 

adanya persetujuan dari calon mempelai. Ketentuan ini berkaitan langsung 

dengan praktik ijbar yang masih terjadi di Desa Wotgalih, di mana orang 

tua memaksa anak yang telah berusia 21 tahun untuk menikah. Pada usia 

tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) KHI, anak sudah 

dianggap dewasa dan cakap hukum sehingga berhak penuh menentukan 

pilihan hidupnya. Dengan demikian, pemaksaan pernikahan oleh orang tua 

terhadap anak yang telah dewasa jelas bertentangan dengan prinsip ridha 

calon mempelai sebagai syarat sah pernikahan dalam hukum Islam dan 

KHI.  

C. Pembahasan Temuan 

 Pada bagian ini, peneliti akan membahas beberapa tentang 

keterkaitan antara data yang diperoleh dilapangan dengan teori yang relevan. 

Data ini diperoleh melalui melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dilokasi penelitian yang akan di analisis melalui pembahasan temuan 

kaitannya dengan teori. Berdasarkan fokus penelitian yang diteliti, beberapa 

temuan penting adalah sebagi berikut: 
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1. Praktik ijbar yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya 

yang berusia 21 tahun di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun 

Kabupaten Lumajang 

Dalam islam, memilih jodoh merupakan salah satu prinsip 

perkawinan yang sering kali dihubungkan dengan hak ijbar yang dimiliki 

seorang wali, inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam islam 

hak perempuan yang masih gadis dalam hal menentukan pasangan 

merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam 

menentukan pilihan pasangan atau jodoh.
126

 

Melalui hak ijbar, orang tua bisa menikahkan anaknya tanpa 

persetujuan anak yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan bahwa 

perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Mereka dianggap tidak 

cakap dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. 

Padahal pernikahan yang dibangun di atas keterpaksaan akan berdampak 

buruk bagi perempuan. Meskipun ada beberapa kasus di mana sebuah 

pernikahan dapat bertahan tanpa cinta, namun hal tersebut pasti mengganjal 

dalam terlaksannya fungsi-fungsi yang lain, dan justru akan tidak selaras 

dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu sakinah mawaddah 

warahmah.
127

 

Dalam hukum islam klasik, ijbar merupakan hak yang dimiliki oleh 

wali, khususnya wali nasab untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan 
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terlebih dahulu, hak ini umumnya diterapkan terhadap anak perempuan 

yang belum baligh atau belum memiliki kecakapan hukum.
128

 Tujuan 

utama dari pemberlakuan ijbar tersebut adalah untuk menjaga 

kemaslahatan anak dan melindunginya dari kemungkinan terjerumus dalam 

pergaulan bebas atau pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

syariat. Namun, hak ijbar ini bersifat terbatas dan tidak dapat diterapkan 

secara sembarangan, terutama ketika anak telah mencapai usia dewasa dan 

memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.
129

  

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait penerapan hukum 

hak ijbar dalam pernikahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum 

hak ijbar hanya berlaku bagi perempuan yang masih gadis, sementara 

Sebagian lainnya memperluas cakupan hingga mencakup perempuan baik 

gadis maupun janda.
130

 Adapun pendapat yang lebih umum menyatakan 

bahwa hukum ijbar dapat diberlakukan tidak hanya bagi perempuan, tetapi 

juga bagi laki-laki, baik yang berstatus duda maupun perjaka. Selain itu, 

terdapat pula perbedaan pandangan mengenai syarat serta batasan-batasan 

tertentu yang harus dipenuhi agar perwalian ijbar dapat dilaksanakan 

secara sah.
131

 

Imam syafi’i membagi penerapan hak ijbar dalam pernikahan ke 
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menjadi tiga bagian. Pertama, seorang gadis yang masih dibawah lima 

belas tahun, dapat dinikahkan oleh walinya tanpa memerlukan persetujuan 

darinya. Kedua, bagi seorang gadis yang telah mencapai usia dewasa, hak 

perwalian berada dalam posisi seimbang antara ayah dan anak gadis 

tersebut. Dalam konteks ini keputusan pernikahan bersifat pilihan (ikhtiyar) 

dan tidak wajib (la fard). Ketiga, bagi seorang perempuan yang berstatus 

janda, pelaksanaan pernikahan hanya dapat dilakukan apabila terdapat izin 

dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
132

 

Imam Syafi’i dalam menfsirkan Q.S An-Nur ayat 32: 

مُ ا نِِِ ا فقُرََاۤءَ يغُا نوُا ْۗ اِنا يذكُوا كُُا
ِ
َ مِنا عِبَادِكُُا وَاِمَاۤى لِحِيّا َيََمٰى مِناكُُا وَالصِٰ ْۗ وَاَناكِحُوا الْا لِ  ُ مِنا فضَا لِلّٰ

 ٌ ُ وَاسِعٌ علَِيْا ٩٣۝وَالِلّٰ  
Artinya: “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu 

dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, 

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.”
133

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang wali diperbolehkan 

menikahkan anak perempuan yang sudah baligh meskipun tanpa 

persetujuannya. Ketentuan ini didasarkan pada ayat tersebut serta beberapa 

hadis yang memerintahkan wali untuk menikahkan putrinya. Jika tidak ada 

dalil yang secara jelas melarang pernikahan seorang janda tanpa 

persetujuannya, maka dapat dipahami bahwa terdapat dasar hukum yang 

memperbolehkan pernikahan tersebut dilakukan tanpa harus menunggu 
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kerelaan dari pihak yang bersangkutan.  

Berbeda dengan pandangan Imam Syafi’i, Abu Mansur al-Maturidi 

menegaskan bahwa apabila seorang perempuan hendak menikah dan ia 

meridhai pernikahan tersebut, sementara walinya tidak berkenan, maka 

wali tetap berkewajiban untuk menikahkannya.
134

 Sebaliknya, apabila 

seorang perempuan tidak menghendaki pernikahan bahkan menolaknya, 

sedangkan walinya berkeinginan untuk menikahkannya, maka wali tidak 

diperbolehkan memaksanya. Hal ini menunjukkan bahwa hak pernikahan 

sepenuhnya bergantung pada keridhaan calon mempelai, bukan pada wali. 

Oleh karena itu, hak tersebut sepenuhnya berada di tangan perempuan 

sehingga berhak untuk menentukan pilihannya sendiri.
135

 

Adapun dalam Mazhab Maliki, konsep perwalian ijbar tidak hanya 

diberlakukan terhadap perempuan, tetapi juga terhadap laki-laki. Kategori 

individu yang dapat dinikahkan secara ijbar dalam pandangan Mazhab 

Maliki meliputi:
136

 

a. Perempuan perawan yang berusia lanjut (perawan tua), 

b. Perempuan janda yang masih kecil, 

c. Perempuan janda dewasa yang mengalami keterbelakangan mental, 

d. Laki-laki yang masih kecil, serta 

e. Laki-laki dewasa yang mengalami keterbelakangan mental. 
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 Sedangkan dalam madzhab Hanafi, perwalian ijbar diberlakukan 

dalam tiga kondisi tertentu, yakni:
137

 

a. Perempuan yang masih berstatus gadis meskipun telah mencapai usia 

dewasa. 

b. Perempuan janda yang masih kecil, yaitu berusia dibawah sembilan 

tahun  

c. Laki-laki yang masih kecil maupun laki-laki dewasa yang mengalami 

gangguan kejiwaan. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 Pasal 1 menyatakan 

bahwa wali nikah harus memperoleh persetujuan dari calon mempelai 

perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat. Kemudian pada Pasal 19 

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang 

dianggap dewasa adalah usia 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat 

fisik maupun mental dan belum melakukan pernikahan. Dengan demikian, 

hak ijbar tidak dapat diberlakukan terhadap anak perempuan yang telah 

mencapai usia dewasa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (kerelaan) 

dan kebebasan memilih pasangan hidup yang dijunjung tinggi dalam 

hukum islam. 

Berdasarkan ketentuan di atas, praktik ijbar yang dilakukan orang 

tua terhadap anak berusia 21 tahun, seperti di Desa Wotgalih, Kecamatan 

Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, merupakan bentuk pelanggaran 

karena pada usia tersebut seseorang telah dianggap dewasa dan memiliki 
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hak penuh untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk pernikahan. 

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi antara orang 

tua dan anak perempuan dalam proses lamaran pernikahan di Desa 

Wotgalih. Dalam salah satu kasus, peneliti mencatat bahwa orang tua lebih 

dominan dalam mengambil keputusan, sementara anak perempuan terlihat 

pasif dan tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Peneliti 

juga mengamati adanya keterlibatan kerabat yang turut memberikan 

tekanan agar anak menerima lamaran tersebut. Situasi ini menimbulkan 

suasana emosional di mana anak tampak tertekan dan akhirnya mengikuti 

keputusan orang tua. Observasi tersebut memperkuat temuan wawancara 

bahwa praktik ijbar masih berlangsung di Desa Wotgalih. 

 Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa 

praktik ijbar masih banyak terjadi, di mana anak perempuan didesak 

menerima lamaran pilihan orang tua meskipun menolak. Tekanan ini tidak 

hanya berasal dari orang tua, tetapi juga dari kerabat, sehingga semakin 

memperkuat praktik tersebut. Faktor yang memengaruhi antara lain 

hubungan kekerabatan yang erat, kondisi ekonomi keluarga, nilai budaya 

yang masih kuat, serta minimnya pemahaman mengenai hukum pernikahan 

Islam.  

 Praktik ijbar yang dialami oleh Ibu Mimik menunjukkan bahwa 

keputusan pernikahan lebih banyak ditentukan oleh penilaian subjektif 

orang tua tanpa mempertimbangkan kehendak anak. Ibu Sulama, selaku 

orang tua, menyatakan bahwa hubungan kekerabatan menjadi alasan 
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utama, ditambah adanya desakan dari kerabat agar anak menerima lamaran 

meskipun menolak. Tekanan emosional tersebut membuat anak merasa 

tidak memiliki pilihan selain mengikuti keputusan orang tua. Hal ini 

menegaskan bahwa praktik ijbar di Desa Wotgalih masih berlangsung 

secara halus, namun tetap membatasi kebebasan anak dalam menentukan 

pasangan hidup, serta mencerminkan bagaimana norma sosial dapat 

membatasi hak individu atas masa depan mereka. 

 Sedangkan dalam hukum islam, praktik ijbar yang dibenarkan 

adalah perwalian yang dilakukan wali demi kemaslahatan anak, bukan 

untuk mengekang kebebasan atau memaksakan kehendak. Hak ijbar hanya 

berlaku dalam kondisi tertentu, dengan syarat tidak menimbulkan mudarat 

dan tetap memperhatikan ridha calon mempelai. Mayoritas ulama 

menegaskan bahwa pernikahan tanpa ridha perempuan dewasa tidak sah.
138

 

 Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:  

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia diminta 

persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga 

diminta izinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
139

 

 

 Dengan demikian, praktik ijbar yang memaksa anak dewasa untuk 

menikah tanpa persetujuannya, seperti yang dilakukan oleh orang tua Ibu 

Mimik, jelas tidak sesuai dengan prinsip hukum islam yang menekankan 

kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. 
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 Kemudian praktik ijbar yang dialami ibu Yeni, menunjukkan 

bahwa pernikahan terjadi bukan atas kehendak pribadi, melainkan karena 

tekanan orang tua dan kerabat. Meskipun masih ingin melanjutkan 

pendidikan dan tidak memiliki perasaan terhadap calon suami, Ibu Yeni 

dipaksa menerima lamaran sepupunya dengan alasan kondisi ekonomi 

keluarga yang sulit serta harapan bantuan finansial dari calon suami. 

Tekanan emosional dari orang tua dan lingkungan membuat Ibu Yeni 

kehilangan kendali atas hidupnya. Keputusan menikahkan anak perempuan 

dengan kerabat yang lebih berada dianggap sebagai solusi ekonomi, 

meskipun mengorbankan hak anak untuk menentukan masa depannya 

sendiri. 

 Dalam perspektif hukum Islam, praktik ijbar yang dibenarkan 

hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti terhadap anak yang masih 

kecil atau belum baligh, serta individu yang tidak mampu mengambil 

keputusan secara mandiri karena keterbatasan mental. Prinsip utama yang 

ditekankan adalah adanya ridha kedua calon mempelai dan tujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 16 dan Pasal 17 yang menegaskan bahwa perkawinan harus 

didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai dan tidak boleh 

dilangsungkan dengan paksaan. 

 Kemudian praktik ijbar yang dialami oleh Ibu Ninis, menunjukkan 

adanya pemaksaan pernikahan oleh wali meskipun sudah berusia dewasa 

yaitu 23 tahun. Ibu Ninis menolak karena ingin menentukan sendiri 
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pasangannya, namun tekanan dari orang tua dan kerabat, yang menilai 

calon suami ideal secara finansial serta adanya hubungan kekerabatan, 

membuatnya akhirnya menyerah. Keputusan pernikahan lebih didasarkan 

pada pertimbangan keluarga dan sosial ekonomi daripada kehendak 

pribadi. Dominasi orang tua dalam perjodohan ini mengabaikan hak 

perempuan dewasa dalam menentukan pasangan hidup, menunjukkan 

bahwa nilai tradisional dan kekuasaan wali masih menguat di lingkungan 

sosial tersebut. 

 Namun Ijbar hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti: 

a. Anak perempuan yang masih kecil atau belum baligh. 

b. Individu yang mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak 

mampu menentukan pilihan sendiri.
140

 

Tujuan ijbar adalah melindungi kemaslahatan anak, bukan untuk 

kepentingan ekonomi atau tekanan sosial. Hukum islam menekankan 

bahwa pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Hak 

ijbar tidak berlaku bagi perempuan dewasa yang mampu menentukan 

pilihannya sendiri. Hak ijbar yang benar adalah perwalian yang menjaga 

kemaslahatan anak kecil atau individu yang tidak mampu, dengan tetap 

menjunjung tinggi prinsip ridha dan keadilan.
141

 Maka dapat disimpulkan, 

praktik ijbar yang dilakukan oleh orang tua Ibu Ninis bertentangan dengan 

hukum islam. 
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 Kemudian praktik ijbar yang dialami oleh Ibu Khusnul, pernikahan 

berlangsung tanpa adanya komunikasi atau persetujuan terlebih dahulu dari 

pihak yang dinikahkan. Bapak Tinawas, selaku orang tua, secara sepihak 

menerima lamaran dari kerabat dengan keyakinan bahwa orang tua lebih 

mengetahui yang terbaik. Ketika Ibu Khusnul menolak, ia mendapat 

tekanan emosional hingga akhirnya menyetujui pernikahan tersebut 

meskipun bukan kehendak pribadinya. Kasus ini menunjukkan bahwa 

keputusan pernikahan lebih banyak didominasi oleh orang tua, minim 

ruang komunikasi, serta adanya tekanan sosial keluarga yang memengaruhi 

pilihan anak.  

 Namun dalam hukum islam ditegaskan di mana ridha calon 

mempelai merupakan syarat sah pernikahan. Hadis Nabi Muhammad SAW 

menegaskan bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa 

persetujuannya, dan seorang gadis harus dimintai izinnya.
142

 Hak ijbar 

hanya berlaku pada anak kecil yang belum baligh atau individu dengan 

keterbatasan mental, bukan pada perempuan dewasa yang mampu 

menentukan pilihannya. Pemaksaan terhadap perempuan dewasa jelas 

bertentangan dengan hukum Islam karena mengabaikan hak individu dan 

ridha calon mempelai.
143

 Praktik ini lebih mencerminkan dominasi tradisi 

dan tekanan sosial daripada prinsip syariat. Praktik ijbar yang dialami Ibu 

Khusnul tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan harus 
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dilandasi persetujuan kedua belah pihak, sehingga pemaksaan oleh wali 

terhadap anak dewasa merupakan pelanggaran terhadap prinsip ridha dan 

keadilan. 

 Ustad Mahmudi selaku tokoh agama menyoroti praktik ijbar yang 

masih banyak terjadi di Desa Wotgalih, di mana orang tua memaksa anak-

anak mereka menikah tanpa mempertimbangkan keinginan dan persetujuan 

mereka. Beliau menekankan bahwa dalam islam perempuan yang sudah 

baligh dan berakal memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya, 

termasuk dalam hal pernikahan. Beliau menyerukan pentingnya edukasi 

masyarakat tentang hak-hak anak dalam pernikahan dan perlunya persetujuan 

anak sebagai syarat sahnya pernikahan. Dengan demikian, fenomena ijbar di 

Desa Wotgalih menunjukkan bahwa praktik pemaksaan pernikahan tidak 

dapat dielakkan dan masih menjadi bagian dari tekanan sosial budaya 

masyarakat setempat. 

 Kemudian Bapak Riza Hana Nurrohim, S.H., selaku penghulu KUA 

Yosowilangun juga mengemukakan bahwa dalam pengamatannya, masih 

terdapat kasus pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua kepada anak 

yang sudah dewasa secara hukum dan sosial, yaitu berusia 21 tahun yang 

terjadi di Desa Wotgalih. Hal ini disebabkan oleh anggapan orang tua yang 

merasa lebih mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya, terutama jika 

calon pasangan dari keluarga dekat dan memiliki status ekonomi yang 

mapan. Praktik ijbar yang terjadi dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan 

prinsip keadilan dalam pernikahan. Oleh karena itu, KUA terus berupaya 



101 

 

 

 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya 

persetujuan anak sebagai syarat utama dalam pernikahan. 

 Sesuai dengan pernyataan di atas dapat disimpulkan, praktik hak ijbar 

masih terjadi di Desa Wotgalih. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

pernikahan sering kali berlangsung atas dasar keputusan orang tua dan 

kerabat, tanpa mempertimbangkan kehendak serta persetujuan anak 

perempuan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam 

yang menegaskan pentingnya ridha calon mempelai sebagai syarat sah 

pernikahan. Dengan demikian, praktik ijbar di Desa Wotgalih tidak hanya 

mencerminkan dominasi orang tua dalam pengambilan keputusan, tetapi 

juga memperlihatkan adanya tekanan sosial dan budaya yang membatasi 

hak individu dalam menentukan masa depan pernikahannya. 

2. Faktor yang melatarbelakangi orang tua dalam memaksa anaknya 

yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah di Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang 

Dalam masyarakat tradisional Indonesia, pernikahan tidak hanya 

dianggap sebagai ikatan antara dua individu, melainkan juga sebagai 

penyatuan dua keluarga besar yang membawa beban tanggung jawab 

sosial dan budaya.
144

 Praktik pernikahan kerap kali dipengaruhi oleh 

norma-norma adat yang melekat kuat pada kehidupan masyarakat, 

termasuk dalam penentuan pasangan oleh orang tua. Selain itu, aspek 

agama terutama hukum Islam juga menjadi pedoman penting yang 
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memengaruhi tata cara dan keputusan terkait pernikahan. Meskipun secara 

hukum anak yang telah mencapai usia dewasa memiliki hak penuh dalam 

menentukan pasangan hidupnya, kenyataannya dalam banyak komunitas, 

terutama di daerah pedesaan seperti Desa Wotgalih, keputusan tersebut 

masih sangat dipengaruhi atau bahkan didominasi oleh orang tua dan 

keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa terselip dinamika kompleks 

antara nilai budaya, sosial ekonomi, dan pemahaman hukum Islam dalam 

praktik ijbar yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di usia dewasa. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan 

bahwa praktik ijbar yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang 

telah berusia 21 tahun di Desa Wotgalih dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun 

pemahaman terhadap hukum Islam. Meskipun anak pada usia tersebut telah 

dianggap dewasa secara hukum dan memiliki hak penuh untuk menentukan 

pasangan hidupnya, dalam praktiknya keputusan pernikahan masih 

didominasi oleh orang tua dan keluarga besar. Berikut dari beberapa 

informan yang mengemukakan faktor-faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya praktik ijbar dalam pernikahan mereka: 

 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mimik serta orang tuanya 

yakni Ibu Sulama, dapat disimpulkan faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya hak ijbar yaitu bentuk tekanan dari orang tua dan keluarga besar 

yang mengutamakan kepentingan menjaga hubungan kekerabatan. Selain itu, 

keyakinan bahwa calon suami berasal dari keluarga yang baik dan dikenal 
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membuat keputusan tersebut dianggap tepat oleh keluarga Meskipun awalnya 

Ibu Mimik sempat menolak karena belum mengenal calon suami dan belum 

siap menikah, akhirnya mengalah karena desakan dari pihak keluarga. Hal ini 

menggambarkan bahwa dalam konteks tersebut keputusan menikah tidak 

sepenuhnya didasarkan pada kehendak sendiri, melainkan adanya unsur 

pemaksaan demi menjaga tradisi dan ikatan sosial keluarga.  

 Dari wawancara dengan Ibu Yeni dapat disimpulkan bahwa faktor 

ekonomi menjadi alasan utama terjadinya pernikahan paksa yang 

diputuskan oleh orang tuanya, Bapak Misran. Keputusan tersebut muncul 

dari harapan agar keluarga memperoleh stabilitas finansial di tengah 

kondisi ekonomi yang sulit. Calon suami yang lebih berada dianggap 

mampu memberikan bantuan materi, sehingga pernikahan dijadikan 

sebagai strategi untuk meringankan beban hidup keluarga. Selain itu, 

pandangan masyarakat sekitar yang menilai bahwa menikahkan anak 

perempuan dengan kerabat yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik 

merupakan solusi cepat semakin memperkuat tekanan terhadap Ibu Yeni. 

Akibatnya, hak Ibu Yeni untuk menentukan masa depan, melanjutkan 

pendidikan, dan memilih pasangan hidupnya sendiri terabaikan, karena 

kepentingan ekonomi keluarga lebih diutamakan dibandingkan aspirasi 

pribadi. 

 Selanjutnya dari wawancara dengan Ibu Ninis, diketahui bahwa 

pernikahan yang dialaminya dilatarbelakangi oleh keinginan keluarga 

untuk menjaga ikatan kekerabatan. Orang tuanya, Bapak Soleh, 
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berpendapat bahwa menikahkan anak dengan sepupu yang sudah dikenal 

dan dianggap mapan secara finansial akan memperkuat hubungan keluarga 

sekaligus memberikan jaminan ekonomi. Namun, keinginan tersebut tidak 

sejalan dengan harapan pribadi Ibu Ninis yang saat itu telah memiliki pacar 

dan ingin fokus pada pekerjaan serta pengembangan karier. Penolakan 

yang disampaikan Ibu Ninis tidak diindahkan, karena desakan orang tua 

dan tekanan lingkungan membuatnya tidak memiliki ruang untuk 

menentukan pilihan sendiri. Akhirnya, pernikahan tetap dilangsungkan 

meskipun tanpa kerelaan dari pihak Ibu Ninis. Situasi ini memperlihatkan 

bagaimana dominasi nilai budaya dan kepentingan keluarga sering kali 

mengabaikan hak individu, khususnya perempuan, dalam menentukan 

pasangan hidup. Dengan demikian, kasus Ibu Ninis menjadi contoh nyata 

bahwa tradisi menjaga kekerabatan dan kepentingan ekonomi dapat 

dijadikan alasan untuk membenarkan praktik pernikahan paksa, meskipun 

hal tersebut jelas mengorbankan kebebasan dan kehendak pribadi anak.

 Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul, pernikahan yang dilakukan 

merupakan hasil keputusan orang tua dan keluarga yang mengutamakan 

ikatan kekeluargaan dan nilai budaya. Meskipun ada penolakan, pendapatnya 

tidak didukung oleh keluarga sehingga akhirnya terpaksa menerima 

pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan faktor-faktor yang 

melatarbelakangi praktik tersebut antara lain karena adanya hubungan 

kekerabatan dengan pihak laki-laki dan keyakinan orang tua bahwa mereka 

lebih tahu yang terbaik untuk masa depan anak serta tekanan dari keluarga 
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besar. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ijbar dilakukan melalui dominasi 

keputusan orang tua dan dipengaruhi oleh norma sosial serta nilai 

kekeluargaan yang kuat dalam lingkungan masyarakat. 

Berikut hasil wawancara dari tokoh agama dan penghulu KUA 

mengemukakan terkait faktor-faktor terjadinya praktik ijbar di Desa 

Wotgalih: 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Mahmudi selaku tokoh 

agama di Desa Wotgalih beliau menjelaskan bahwa praktik ijbar dipengaruhi 

oleh anggapan orang tua yang merasa lebih mengetahui mana yang terbaik 

untuk anaknya, terutama jika orang yang melamar berasal dari keluarga 

sendiri. Faktor budaya dan adat istiadat yang masih kuat menyebabkan 

keputusan orang tua menjadi mutlak tanpa meminta persetujuan dari anak. 

Selain itu faktor ekonomi menjadi pertimbangan penting, di mana orang tua 

lebih memilih calon suami yang dianggap mapan agar dapat membantu 

perekonomian keluarga. Tekanan dari keluarga besar seringkali membuat 

anak perempuan tidak memiliki ruang untuk menolak, meskipun dalam islam 

persetujuan anak sangat penting. Namun, tradisi dan tekanan di desa ini masih 

sangat kuat. 

 Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Riza Hana Nurrohim S.H. 

selaku penghulu KUA Kecamatan Yosowilangun, beliau menyatakan faktor 

yang melatarbelakangi praktik ijbar di Desa Wotgalih meliputi kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang masih sederhana, sehingga keluarga lebih memilih 

calon pasangan berdasarkan kestabilan ekonomi. Selain itu, budaya 
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kekeluargaan yang kuat menyebabkan keputusan pernikahan lebih banyak 

diambil oleh orang tua dan keluarga besar, terutama jika calon pasangan 

berasal dari keluarga dekat yang sudah mapan secara ekonomi. Kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan, khususnya hak 

perempuan untuk menentuka pilihan sendiri, juga menjadi penyebab praktik 

ijbar masih terjadi di Desa Wotgalih. Faktor-faktor tersebut saling 

berinteraksi dan memperkuat terjadinya praktik ijbar dalam pernikahan di 

Desa Wotgalih. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa 

Wotgalih, dapat disimpulkan bahwa praktik ijbar atau pemaksaan pernikahan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: 

Faktor pertama yang paling dominan adalah aspek sosial ekonomi. 

Sebagian besar keluarga di Desa Wotgalih berada dalam kondisi ekonomi 

yang sederhana, sehingga pernikahan sering kali dipandang sebagai solusi 

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Orang tua cenderung memilih 

calon menantu yang dianggap memiliki kestabilan finansial, dengan 

harapan dapat memberikan jaminan ekonomi bagi anaknya dan 

meringankan beban keluarga. Dalam konteks ini, pernikahan tidak hanya 

dipahami sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai strategi ekonomi 

yang pragmatis. 

Faktor kedua adalah budaya dan tradisi lokal yang masih kuat 

memengaruhi pola pikir masyarakat. Nilai kekeluargaan dan kekerabatan 

sangat dijunjung tinggi, sehingga keputusan pernikahan kerap diambil 

secara kolektif oleh orang tua dan keluarga besar. Hubungan darah atau 
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kedekatan keluarga sering dijadikan alasan utama dalam memilih pasangan, 

bahkan ketika anak yang bersangkutan tidak memberikan persetujuan. 

Tradisi ini mencerminkan adanya anggapan bahwa orang tua lebih 

mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya, sehingga suara dan kehendak 

anak sering kali diabaikan demi menjaga keharmonisan dan kehormatan 

keluarga. 

Faktor ketiga adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap 

hukum perkawinan Islam, khususnya yang tercantum dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 16 KHI, pernikahan harus 

dilandasi oleh persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan. 

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua dan 

anggota masyarakat belum memahami secara utuh hak-hak anak dalam 

menentukan pasangan hidup. Ketidaktahuan ini menyebabkan praktik ijbar 

tetap berlangsung, meskipun bertentangan dengan prinsip hukum Islam 

yang menekankan kebebasan dan kerelaan dalam pernikahan. 

Kemudian faktor yang terakhir adalah tekanan sosial dari 

lingkungan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Anak perempuan yang 

telah dewasa sering kali merasa sulit untuk menolak keputusan orang tua 

karena khawatir dianggap durhaka atau menimbulkan konflik sosial. 

Norma yang telah mengakar kuat dalam masyarakat membuat anak merasa 

tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan tersebut. Dalam 

situasi seperti ini, intervensi sosial dan budaya berperan besar dalam 

melanggengkan praktik ijbar, meskipun secara hukum dan moral hal 
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tersebut tidak dapat dibenarkan. 

3. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik ijbar orang tua 

dalam memaksa anaknya yang berusia 21 tahun untuk menikah di 

Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang 

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) menjadi acuan utama dalam mengatur tata cara perkawinan, 

termasuk ketentuan terkait hak ijbar wali nikah.
145

 Hak ijbar, yang secara 

tradisional dipahami sebagai hak wali untuk memaksa anak perempuan 

menikah dengan calon suami yang dipilih, sebenarnya memiliki batasan-

batasan yang tegas dalam KHI untuk melindungi kepentingan dan 

kemaslahatan pihak yang menikah. Berbeda dengan praktik tradisional 

yang sering kali memberi ruang bagi pemaksaan oleh orang tua terhadap 

anak perempuan, KHI menegaskan pentingnya kerelaan dan persetujuan 

calon pengantin demi kesahihan dan keberkahan pernikahan.
146

 Oleh 

karena itu, ketika praktik ijbar dijalankan dengan pemaksaan tanpa 

persetujuan anak yang sudah dewasa seperti yang terjadi di Desa 

Wotgalih, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum 

perkawinan menurut KHI. 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wotgalih, ditemukan bahwa 

praktik ijbar masih terjadi dalam bentuk pemaksaan orang tua terhadap 
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anak perempuan yang telah berusia 21 tahun untuk menikah, meskipun 

anak tersebut menyatakan keberatan atau penolakan. Praktik ini dilakukan 

dengan dalih menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan 

kekerabatan, atau karena pertimbangan ekonomi. Namun, jika ditinjau dari 

perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik tersebut bertentangan 

dengan prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan dalam Islam. 

Dalam KHI, hak ijbar orang tua terhadap anak tidak diatur secara 

eksplisit sebagaimana dalam fikih klasik. Sebaliknya, KHI menekankan 

pentingnya persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat sahnya 

pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 KHI yang 

menyatakan bahwa:
147

 

a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai 

b. Bentuk persetujuan calon mempelai, dapat berupa pernyataan tegas dan 

nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam 

dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 

 Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa, kasus yang terjadi 

di Desa Wotgalih, seperti yang dialami oleh Ibu Mimik, Ibu Yeni, Ibu 

Ninis dan Ibu Khusnul mengenai hak ijbar orang tua yang memaksa 

menikahkan anaknya yang sudah berusia 21 tahun bertentangan dengan 

Pasal 16 KHI, karena mengabaikan prinsip ridha dan persetujuan calon 

mempelai sebagai syarat sah pernikahan. Relevansi pasal ini menunjukkan 

bahwa hak ijbar orang tua tidak masih berlaku bagi anak yang telah berusia 
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21 tahun, sehingga praktik pemaksaan pernikahan di Desa Wotgalih 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam dan KHI. 

 Kemudian Pasal 98 ayat 1 KHI menyebutkan:
148

 

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 

atau belum pernah melangsungkan pernikahan.” 

 

 Dalam pasal tersebut menjelaskan seseorang yang telah berusia 21 

tahun dianggap dewasa dan cakap hukum. Ketentuan ini sangat relevan 

dengan praktik ijbar yang masih terjadi di Desa Wotgalih, di mana orang 

tua memaksa anak yang sudah berusia 21 tahun untuk menikah tanpa 

persetujuannya. Seperti yang dialami oleh Ibu Mimik yang dipaksa 

menikah pada usia 22 tahun, Ibu Yeni berusia 21 tahun, Ibu Ninis berusia 

23 tahun, dan Ibu Khusnul berusia 21 tahun. Pada usia tersebut, anak tidak 

lagi berada dalam perwalian penuh orang tua dan memiliki hak penuh 

untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal pernikahan. 

Dengan demikian, tindakan orang tua yang memaksakan pernikahan 

terhadap anak dewasa jelas bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) KHI, 

karena mengabaikan prinsip ridha calon mempelai sebagai syarat sah 

pernikahan. Relevansi pasal ini menegaskan bahwa hak ijbar orang tua 

tidak berlaku bagi anak yang telah berusia 21 tahun, sehingga praktik 

pemaksaan pernikahan di Desa Wotgalih yang dilakukan oleh Ibu Sulama, 

Bapak Misran, Bapak Soleh, dan Bapak Tinawas merupakan pelanggaran 

terhadap ketentuan hukum Islam dan KHI. 
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 Pada Pasal 71 huruf f KHI juga menegaskan bahwa:
149

 

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan 

dengan paksaan” 

 

 Pada pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat 

dibatalkan apabila dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari calon 

mempelai. Ketentuan ini sangat relevan dengan praktik ijbar yang masih 

terjadi di Desa Wotgalih, di mana orang tua memaksa anak yang telah 

berusia 21 tahun untuk menikah. Seperti yang terjadi pada Ibu Mimik, Ibu 

Yeni, Ibu Ninis, dan Ibu Khusnul yang masih dipaksa menikah meskipun 

sudah menolak. Dengan demikian, tindakan orang tua yang memaksakan 

pernikahan terhadap anak dewasa jelas bertentangan dengan Pasal 71 huruf 

f KHI, karena mengabaikan prinsip ridha calon mempelai sebagai syarat 

sah pernikahan. Relevansi pasal ini menunjukkan bahwa hak ijbar orang 

tua tidak berlaku bagi anak yang telah berusia 21 tahun, sehingga praktik 

pemaksaan pernikahan di Desa Wotgalih dapat dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam dan KHI. 

Berbeda dengan realita di masyarakat Desa Wotgalih yang secara 

bebas menggunakan hak kewaliannya kepada anak perempuannya 

meskipun sudah berusia diatas 21 tahun. Padahal di dalam KHI Pasal 71 

huruf f, menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan 

paksaan digolongkan perkawinan yang boleh dibatalkan. Artinya, posisi 

wali kekuatannya tidak sebagaimana yang menjadi pemahaman di 

masyarakat, yang saat ini berjalan beriringan dengan konsep keluarga yang 
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patriarki.
150

 Dengan demikian, hak ijbar orang tua terhadap anak yang telah 

berusia 21 tahun tidak lagi berlaku, karena ridha dan persetujuan calon 

mempelai menjadi syarat sah pernikahan menurut hukum Islam dan KHI. 

Relevansi pasal ini menunjukkan bahwa praktik pemaksaan pernikahan di 

Desa Wotgalih merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan KHI, 

sekaligus mencerminkan adanya penyimpangan sosial budaya yang masih 

menempatkan kehendak orang tua di atas hak anak yang telah dewasa. 

Dalam aturan KHI juga sudah disebutkan bahwa penyalahgunaan 

kewenangan atau merampas Hak Asasi Manusia boleh diajukan pencabutan 

hak kewaliannya, hal ini tertulis pada Pasal 109 yang berbunyi:
151

 

 “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau 

badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas 

permohonan kerabatnya bila wali tersebut itu pemabuk, penjudi, 

pemboros, gila dan melalaikan atau menyahgunakan hak dan 

wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada 

dibawah perwaliannya.”  

 

Pada aturan tersebut sangat jelas, bahwa tidak diperbolehkannya 

melakukan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan hak kewaliannya. 

Dengan demikian, praktik ijbar yang dilakukan terhadap anak usia 

21 tahun di Desa Wotgalih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun orang 

tua memiliki hak untuk membimbing dan memberi nasihat kepada 

anaknya, hak tersebut tidak dapat digunakan untuk mengabaikan kehendak 

dan kebebasan anak dalam menentukan pasangan hidupnya. Oleh karena 
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itu, pemahaman masyarakat terhadap isi dan semangat KHI perlu 

ditingkatkan agar praktik pernikahan yang berlangsung benar-benar 

mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab dalam 

islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Praktik ijbar yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuan yang 

telah berusia 21 tahun masih berlangsung di Desa Wotgalih. Praktik ini 

menujukkan adanya dominasi orang tua dalam pengambilan keputusan 

pernikahan, sehingga anak perempuan kurang memiliki kebebasan 

menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kondisi tersebut mencerminkan 

ketimpangan relasi dalam keluarga dan budaya local yang menekankan 

kepatuhan anak terhadap orang tua. 

2. Faktor utama yang melatarbelakangi praktik ijbar ini meliputi hubungan 

kekerabatan yang kuat, kondisi ekonomi keluarga, nilai-nilai budaya dan 

tradisi lokal yang kental, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap 

hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum islam. Tekanan dari 

keluarga besar dan lingkungan sosial memperkuat terjadinya pemaksaan 

dalam pernikahan. 

3. Praktik ijbar orang tua terhadap anak berusia 21 tahun di Desa Wotgalih 

bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena pada usia 

tersebut anak sudah dianggap dewasa dan cakap hukum (Pasal 98 ayat 1 

KHI), dan pernikahan hanya sah jika ada persetujuan kedua calon 

mempelai (Pasal 16 ayat 1–2 KHI), bahkan dapat dibatalkan bila tanpa 

persetujuan (Pasal 71 huruf f KHI). 
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B. Saran 

1. Meningkatkan pendidikan dan sosialisasi hukum Islam, khususnya 

pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan serta syarat 

sahnya pernikahan tanpa paksaan, yang ditujukan kepada masyarakat, 

orang tua, dan tokoh agama agar kesadaran akan pentingnya persetujuan 

calon mempelai meningkat. 

2. Memperkuat peran lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan dalam 

pengawasan dan pendampingan proses pernikahan, sekaligus menyediakan 

ruang mediasi yang adil bagi anak dan keluarga guna menghindari praktik 

pemaksaan dalam pernikahan. 

3. Perlu dilaksanakan sosialisasi dan edukasi hukum Islam serta Kompilasi 

Hukum Islam (Pasal 16 ayat 1–2, Pasal 71 huruf f, dan Pasal 98 ayat 1, oleh 

tokoh agama, aparat desa, dan lembaga terkait agar masyarakat Desa 

Wotgalih memahami bahwa pemaksaan pernikahan terhadap anak berusia 

21 tahun bertentangan dengan prinsip ridha calon mempelai dan tidak sah 

menurut hukum Islam maupun KHI. 

 

 

 

 

 

 

 

  



116 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku: 

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika 

Pressindo, 1992. 

Abdillah. Reinterpretasi Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan Islam di Keluarga 

Pesantren. Asy-Syariah, 2020. 

Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum 

Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1994. 

Al-Bustani, Fuad Ifra. Munjid al-Thullab. Beirut: Dar al-Masyruq, 1986. Cet. ke-

15. 

Al-Hamdani, Sa’id bin Abdullah bin Thalib. Risalatun Nikah. Terj. Agus Salim. 

Jakarta: Pustaka Amani, 2002. Ed. II. 

Al-Nawawi, Imam. Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. Jilid XVI. Kairo: Dar al-

Hadits, 2010. 

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2004. 

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019. 

Institut Agama Islam Negeri Jember. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: 

IAIN Jember, 2020. 

Jamaludin dan Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Aceh: Unimal 

Press, 2016. 

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah (terj.). 

Solo: Era Intermedia, 2005. 

Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan: Refleksi atas Wacana Agama dan Gender. 

Yogyakarta: LKiS, t.t. 

Munawwir, A. Warson. Kamus al-Munawwir Arab–Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka, t.t. 

Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan I. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 

2004. 



117 

 

 

 

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Terj. Nor Hasanuddin dkk. Jakarta: Pena Pundi 

Aksara, 2007. Cet. II. 

Sahrani, Sohari. Fiqih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 

Siroj, Malthuf. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum 

Islam. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012. 

Solikin, Nur. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jember: STAIN 

Jember Press, 2014. 

Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. 

Thalib, M. 25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam. Bandung: Irsyad Bulan 

Bintang, 1967. 

Tirmizi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid 

Sabiq. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013. 

Jurnal: 

Ismail, Marzuki. “Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi 

Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” 

REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 2022. 

Muchtar, Ayi Ishak Sholih. “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali: 

Suatu Kajian Berperspektif Gender.” Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum 

Islam, 2019. 

Ni’am, Muhammad Alvin. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ijbar Wali di 

Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.” Journal 

of Indonesian Islamic Family Law, 2023. 

Muhammad, Ihwan. “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Kekuasaan 

Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun.” Jurnal Universitas 

Ibrahimy Situbondo, 2023. 

Sopariyanti, Pera. “Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan 

Anak.” Jurnal Rahima, Edisi 26. 

Skripsi/Tesis: 

Alfira, Annayya. Analisis Praktik Perkawinan Paksa karena Adanya Hak Ijbar 

Wali pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 

Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. 

Azizatul Hadhro, Neng Lulu. Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Perspektif 



118 

 

 

 

Mazhab Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Jakarta: 

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2024. 

Fitria, Z. Analisis Batas Usia Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Disertasi. Langsa: IAIN Zawiyah 

Cotkala, t.t. 

Hasanah, Hikmatul. Dampak Sosiologis Pernikahan Tidak Sekufu dalam Profesi 

(Studi Kasus Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten 

Jember). Skripsi. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024. 

Mashuri. Rekonstruksi Konsep Hak Ijbar Wali dalam Hukum Perkawinan Islam: 

Kontribusi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi. Disertasi. Kediri: IAIN 

Kediri, 2024. 

Nurhidayah, Elsa. Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Hak Ijbar Wali 

dalam Perkawinan pada Era Kontemporer di Indonesia (Studi pada Kitab 

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh). Disertasi. Lampung: UIN Raden Intan 

Lampung, 2023. 

Rahmawati. Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam 

(Studi di Desa Mojokerto Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun). 

Disertasi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019. 

Perundang-Undangan: 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335. 

Kompilasi Hukum Islam, Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 16 

ayat (1) dan (2). 

Kompilasi Hukum Islam, Bab XI tentang Batalnya Perkawinan, Pasal 71 huruf f. 

Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1). 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1). 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (1). 

 

 

 



119 

 

 

 

Website: 

Satriawan, Nofri. “Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode 

Penelitian”,  https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-

metode-

penelitian/#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20Pengertian%20metode%20p

enelitian,manusia%20(Sugiyono%3A%202012) 

Wahyuni, Willa. “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan 

Hukum”, https:///www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-

untuk-penelitian-status-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/ 

Wawancara: 

Khusnul. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 30 Juli 2025 

Mahmudi. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 29 Juli 2025 

Mimik. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 27 Juli 2025 

Misran. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 29 Juli 2025 

Ninis. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 30 Juli 2025 

Riza. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 10 Juli 2025 

Soleh. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 30 Juli 2025 

Sulama. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 27 Juli 2025 

Tinawas. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 30 Juli 2025 

Yeni. wawancara oleh Sovia, Desa Wotgalih, 29 Juli 2025 

Dokumen: 

File Desa Wotgalih 2024 

 

 

 

 

  

https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-
https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-
https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/#%3A~%3Atext%3DMenurut%20Sugiyono%20Pengertian%20metode%20penelitian%2Cmanusia%20(Sugiyono%3A%202012)
https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/#%3A~%3Atext%3DMenurut%20Sugiyono%20Pengertian%20metode%20penelitian%2Cmanusia%20(Sugiyono%3A%202012)
https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/#%3A~%3Atext%3DMenurut%20Sugiyono%20Pengertian%20metode%20penelitian%2Cmanusia%20(Sugiyono%3A%202012)
https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-status-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/
https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-status-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/


120 

 

 

 

MATRIK PENELITIAN 

Judul Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Hak Ijbar 

Orang Tua 

Terhadap 

Anak Usia 21 

Tahun 

Ditinjau dari 

Kompilasi 

Hukum Islam 

(Studi Kasus 

di Desa 

Wotgalih 

Kecamatan 

Yosowilangun 

Kabupaten 

Lumajang) 

1. Hak Ijbar  

2. Anak Usia 

21 Tahun 

3. Kompilasi 

Hukum 

Islam 

1. Bentuk 

Praktik 

Ijbar 

2. Pengertian 

Hak Ijbar 

3. Faktor 

Terjadiny

a Praktik 

Ijbar 

Dalam 

Pernikaha

n 

4. Hak Ijbar 

Dalam 

Kompilasi 

Hukum 

Islam 

Sumber Data 

Primer 

a. Masyarakat 

Desa 

Wotgalih 

b. Tokoh 

Agama 

Desa 

Wotgalih 

c. Penghulu 

KUA 

Yosowilang

un 

Sumber Data 

Sekunder 

a. Kompilasi 

Hukum 

Islam 

1.Pendekatan Studi Kasus 

2.Jenis Penelitian: Penelitian 

Empiris 

3.Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

4.Teknik Penelitian Subjek 

Penelitian: Purposive Sumpling 

5.Lokasi Penelitian: Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun 

Kabupaten Lumajang 

6.Teknik Analisis Data: Empiris 

7.Uji Keabsahan Data: Triangulasi 

Sumber 

1. Bagaimana Praktik Ijbar yang 

dilaksanakan oleh Orang Tua 

Terhadap Anaknya yang Berusia 

21 Tahun Di Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun 

Kabupeten Lumajang? 

2. Faktor Apa Sajakah yang 

Melatarbelakangi Orang Tua 

Dalam Memaksa Anaknya yang 

Sudah Berusia 21 Tahun Untuk 

Menikah di Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun 

Kabupaten Lumajang? 

3. Bagaimana Analisis Kompilasi 

Hukum Islam Terhadap Praktik 

Ijbar Orang Tua dalam Memaksa 

Anaknya yang Berusia 21 tahun 

untuk menikah di Desa Wotgalih 

Kecamatan Yosowilangun 

Kabupaten Lumajang? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana Praktik Ijbar yang dialami sebelum terjadinya pernikahan? 

2. Apakah anak diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuannya 

sebelum pernikahan? 

3. Apa alasan utama orang tua memaksa anaknya untuk menikah? 

4. Apakah ekonomi keluarga berpengaruh pada keputusan pernikahan 

tersebut? 

5. Apakah ada tekanan dari lingkungan sosial ataupun keluarga? 

6. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban 

pernikahan dalam hukum islam? 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Wawancara dengan Ibu Mimik selaku pihak yang mengalami praktik ijbar  
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Wawancara dengan Bapak Misran selaku pihak yang melakukan praktik ijbar 

 

 
 

Wawancara dengan Ibu Ninis pihak yang mengalami praktik ijbar 

 

 
 

Wawancara dengan Bapak Soleh pihak yang melakukan praktik ijbar 
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